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Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
telah membuat peraturan untuk mengatur penyelenggaran dan pengelolaan 
Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) di Indonesia melalui Permendikbud No. 
31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan 
Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di 
Indonesia. Ketentuan yang ada di dalam Permendikbud tersebut tidak 
semuanya sesuai dengan tuntutan keterkinian, bahkan menimbulkan beberapa 
permasalahan di dalam implementasinya.  
Kajian ini mengkaji enam aspek yang terkait dengan penyelenggaraan 
dan pengolaan SPK, antara lain: 1) Proses pendirian dan perizinan SPK; 2) 
Kurikulum yang diterapkan di SPK; 3) Sistem evaluasi belajar yang diterapkan 
di SPK; 4) Kerjasama yang dilakukan oleh SPK ; 5) Status kepegawaian tenaga 
pendidik dan kependidikan di SPK; 6) Monitoring dan Evaluasi terhadap SPK. 
Hasil kajian ini diharapkan dapat memberi masukan dalamkebijakan 
tentang penyelenggaraan danpengelolaan SPK, terutama dalam memperbaiki 
ketentuan yang berlaku di dalam Permendikbud no 31 Tahun 2014.  
Ucapan terimakasih kasih ditujukan kepada semua pihak yang telah 
berperan di dalam kajian ini.Semoga berguna bagi kemajuan pendidikan 
terutama bagi Atuan Pendidikan Kerjasama. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Sampai dengan tahun 2014, sekolahyang menyatakan dirinya sebagai 
sekolah “international”atau yang sejenisnya, menjadi sekolah atau 
lembaga pendidikan yang seolah tidak tersentuh oleh otorita pendidikan di 
wilayahnya. Aktivitas yang dilakukan oleh sekolah tidak banyak diketahui 
oleh pihak pemerintah daerah selaku pemegang otorita pendidikan di 
wilayahnya, dan ketika terjadi kasus seperti yang terjadi di Jakarta 
International Shool, pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak untuk 
mengatasinya. 
Semua sekolah atau lembaga pendidikan yang ada di Indonesia harus 
diatur agar peserta didik,baik WNA (warga negara asing) maupun WNI 
(Warga Negara Indonesia) mendapatkan hak pendidikan secara layak dan 
benar dan bahkan berkualitas tinggi, serta mendapatkan jaminan keamanan 
dan kenyamanan atas dirinya sebagai individu. Namun demikian, juga 
perlu dipertimbangkan dan dipikirkan bahwa pengaturan tersebut tidak 
menjadikan kontra produktif terhadap tujuan dan sasaran yang hendak 
dicapai dari didirikannya sekolah atau lembaga pendidikan “international” 
tersebut. Harus diakui bahwa keberadaan sekolah atau lembaga pendidikan 
“international” memiliki banyak manfaat, antara lain nilai investasi, 
pergaulan dunia, persaingan global, dan masih banyak lagi yang lainnya. 
Selain itu, pengaturan juga harus tetap melindungi hak peserta didik untuk 
mendapatkan kemungkinan seluas-luasnya melanjutkan pendidikan ke 
jenjang yang lebih tinggi, termasuk ketika terpaksa harus putus sekolah 
dari eks sekolah internasional atau yang sekarang bernama Satuan 
Pendidkan Kerjasama (SPK).  
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan telah membuat peraturan untuk mengatur penyelenggaran dan 
pengelolaan SPK di Indonesia melalui Permendikbud No. 31 Tahun 2014 
tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh 
Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia. 
Namun demikian, Permendikbud tersebut di dalam implementasinya 
menimbulkan beberapa permasalahan atau setidaknya menjadi pertanyaan 
bagi para penyelenggara dan pengelola, antara lain 1) mengapa harus 
bernama SPK dan tidak diperbolehkan menggunakan kata Internasional?; 
2) mengapa harus melibatkan pemerintah daerah atau dinas pendidikan? 3) 
mengapa sekolah yang sudah bertaraf internasional harus mengikuti ujian 
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nasional? 4) mengapa sekolah internasional harus menggunakan 
kurikulum nasional?5) mengapa sekolah internasional yang sebenarnya 
mengandung unsur bisnis harus dinyatakan sebagai lembaga nirlaba?, dan 
masih banyak lagi permasalahan atau pertanyaan terkait dengan 
pemberlakukan Permendikbud No. 31 Tahun 2014 tersebut. Terkait 
dengan beberapa permasalahan atau pertanyaan di atas, Pusat Penelitian 
Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan perlu mengkaji, dengan harapan 
akan memperoleh jawaban dan upaya pemecahan yang tepat terhadap 
permasalahan atau pertanyaan tersebut. 
Berdasarkan uraian tersebut, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan 
dan Kebudayaan perlu melakukan pengkajian terhadap penyelenggaraan 
dan pengelolaan SPK untuk mencari bahan perbaikan terhadap 
Permendikbud No. 31 Tahun 2014. 
 
B. Pertanyaan Penelitian 
1.  Bagaimanaproses pendirian dan perizinan SPK? 
2.  Bagaimanapenerapankurikulum di SPK? 
3.  Bagaimanasistem evaluasi belajar yang diterapkan di SPK? 
4.  Bagaimanakerjasama yang dilakukanSPK? 
5.  Bagaimanastatus kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan di 
SPK? 
6.  Bagaimanapelaksanaan monitoring dan evaluasi di SPK? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Mengkaji proses pendirian dan perizinan SPK 
2. Mengkaji penerapan kurikulum SPK 
3. Mengkajisistem evaluasi belajar di SPK 
4. Mengkajibentukkerjasama yang dilakukan oleh SPK  
5. Mengkajistatus kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan di 
SPK. 















A. Proses Pendirian dan Perizinan SPK 
Proses pendirian dan perizinan SPK pada saat ini diatur di dalam 
PermendikbudNo. 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan 
Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga 
Pendidikan di Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 23 April 2014. 
Pasal 25 di dalam Permendikbud tersebut tertulis sebagai berikut: Tata cara 
pendirian SPK pada kerja sama penyelenggaraan pendidikan meliputi 
langkah-langkah sebagai berikut: 
a. pengajuan permohonan rekomendasi ke pemerintah daerah 
kabupaten/kota dan/atau provinsi mengenai rencana pendirian SPK 
oleh pemrakarsa; 
b. pemberian rekomendasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota 
dan/atau provinsi mengenai rencana pendirian SPK;  
c. penyampaian usul rencana pendirian SPK oleh pemrakarsa kepada 
Menteri u.p. Direktur Jenderal terkait yang dilengkapi dengan 
rekomendasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau provinsi; 
d. pemberian pertimbangan oleh Direktur Jenderal terkait kepada 
Menteri;  
e. pemberian izin pendirian SPK Penyelenggaraan oleh Menteri atau 
pejabat yang ditunjuk; 
f. Izin Pendirian SPK Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf e 
diberikan untuk satu lokasi dan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) 
tahun. 
Di dalam Lampiran UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerahdijelaskan adanya pembagianPerizinan pendididikan sebagai 
berikut: Pemerintah pusatmelakukana) Penerbitan izin perguruantinggi 
swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan b) Penerbitan izin 
penyelenggaraan satuan pendidikan asing.  
Pemerintah Provinsi melakukan a)Penerbitan izin pendidikan 
menengah yang diselenggara-kan oleh masyarakat, dan b) Penerbitan izin 
pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pemerintah 
daerah Kabupaten/Kota melakukan a)Penerbitan izin pendidikan dasar 
yang diselenggarakan oleh masyarakat; danb) Penerbitan izin pendidikan 




Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan 
Pendidikan, Pasal 182 menjelaskan bahwa: 
1.  Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini formal, 
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib 
memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan 
kewenangannya. 
2.  Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TK, SD, 
SMP, SMA, dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimal 
sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh 
bupati/walikota.  
3.  Izin pengembangan SD, SMP, SMA, dan SMK, yang memenuhi 
Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan dan/atau program 
pendidikan bertaraf internasional diberikan oleh Menteri. 
 
Permendikbud No 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, 
Perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah: 
ditetapkan 5 Mei 2014, khususnya Pasal 9 disebutkan bahwa: 
(1) Izin pendirian untuk SD, SMP, SMA, dan SMK diberikan oleh 
bupati/walikota.  
(2) Izin pengembangan SD, SMP, SMA, dan SMK menjadi satuan 
dan/atauprogram pendidikan berbasis keunggulan lokal, diberikan 
oleh bupati/walikota.  
(3) Izin pendirian SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMKLB diberikan oleh 
gubernur.  
(4) Izin pendirian sekolah Indonesia di luar negeri diberikan oleh 
Menteri.  
(5) Izin Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh 
Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di 
Indonesia diberikan oleh Menteri.  
(6) Izin penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus diberikan oleh 
bupati/ walikota 
Permasalahan yang berkaitan dengan perizinan pendirian SPK 
dalam Permendikbud No 31 Tahun 2014 ada pada pernyataan terkait 
dengan rekomendasi pemerintah daerah pada awal pengajuan pendirian 
SPK. Namun, jika dilihat dari siapa yang memberikan izin, sebenarnya 
tidak ada perbedaan antara peraturan satu dengan peraturan lainnya. Tiga 
peraturan di atas, yaitu Permendikbud,No 31 Tahun 2014, UU No.23 
Tahun 2014, PP No. 66 Tahun 2010, dan Permendikbud No 36 Tahun 
2014 semua menjelaskan bahwa pemberian izin diberikan atau dibuat oleh 
Pemerintah Pusat, yakni Kementerian Pendidikandan Kebudayan. 
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Kembali pada permasalahan di atas, yaitu perlu tidaknya 
rekomendasi pemerintah daerah, makaharus dikembalikan kepada logika 
atas peraturan yang berlaku. Logika berpikirnya sebagai berikut: 
PendirianSPK atau pengembangan sekolah reguler ( sekolah bertaraf 
nasional atau akreditasi A) menjadi SPK merupakan satuan pendidikan 
yang pada awalnya menjadi kewenangan daerah (kabupaten/kota atau 
provinsi) di dalam pengelolaannya. Selain itu, dilihat dari jenjangnya, 
yaitu TK, SD, dan SMP menjadi wewenang kabupaten/kota, dan untuk 
jenjang pendidikan menengah/SMA menjadi wewenangpemerintah 
provinsi. Melihat kewenangan yang ada pada masa sebelumnya inilah 
yang harus dipertimbangkan perlu tidaknya rekomendasi pemerintah 
daerah di dalam perizinan pendirian. Dikarenakan ada kewenangan di 
dalamnya, maka rekomendasi pemerintah daerah dalam pendirian atau 
pengembangan menjadi SPK masih tetap diperlukan. Terdapat manfaat 
lain manakala rekomendasi pemerintah daerah ini diterapkan, yaitu 
adanya keterlibatan pemerintah daerah sejak awal pendirian SPK. Dengan 
demikian, maka kontrol terhadap SPK dapat dilakukan sejak dini dan 
pengalaman buruk sebelumnya, seperti tidak diketahuinya kejadiannegatif 
di suatu sekolah oleh pemerintah daerah tidak terulang kembali. 
Ketentuan perlunya rekomendasi pemerintah daerah atau dinas 
pendidikan di dalam pendirian SPK sebagaimana yang tercantum di dalam 
Permendikbud No. 31 Tahun 2014 Pasal 25 dan 29 pada dasarnya sangat 
diperlukan, dan di negara lain sepertiRRC dan Korea Selatan juga 
memberlakukan hal yang serupa. 
Keterlibatan pemerintah daerah melalui dinas pendidikan ini juga 
sesuai dengan pengalaman atas kejadian di Jakarta International School 
(JIS), yang mana dinas pendidikan setempat sama sekali tidak pernah 
berurusan dengan sekolah tersebut sehingga keberadaan JIS tidak pernah 
terkontrol oleh dinas pendidikan yang bertanggung jawab terhadap 
pendidikan di daerah tersebut. 
Permasalahan yang perlu diatasi ketika harus melibatkan dinas 
pendidikan yaitukurang jelasnya peraturan yang mengatur tugas dan 
wewenang pemerintah daerah atau dinas pendidikan di dalam 
penyelenggaraan dan pengelolaan SPK, dan kurangnya pengetahuan dan 
kemampuan aparat dinas pendidikan dalam memberikan bimbingan dan 
fasilitasi terhadap SPK. Kurang jelasnya peraturan atau aturan main yang 
harus diperankan oleh pemerintah daerah atau dinas pendidikan juga 
dialami oleh Pemerintah Provinsi di China.  
Peran pemerintah daerah dan dinas pendidikan terhadap SPK 
seharusnya terjadi pada saat pendirian dan saat pengelolaan pendidikan. 
Peran pada saat pendirian, pemerintah daerah sebagai pemegang otorita 
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pemerintahan di wilayahnya harus sudah terlibat, hal ini terkait dengan 
proses perizinan usaha yang menyangkut izin lahan, lokasi, IMB, dan 
aspek-aspek lainnya. Peran pada saat pengelolaan terkait dengan kontrol 
pembelajaran untuk menjamin hak peserta didik dalam mendapatkan 
pembelajaran yang layak. 
Fakta yang perlu diperhatikanyakniperan dinas pendidikan di dalam 
berlangsungnya pengelolaan pendidikan. Di dalam diskusi yang 
diselenggarakan oleh Puslitjakdikbud pada tanggal 31 maret 2016 
diperoleh informasi dari perwakilan SPK New Zeland International 
School/NZIS, High Scope Indonesia, dan Sekolah Pelita Harapan bahwa 
aparat dinas pendidikan dalam melakukan monitoring dan evaluasi masih 
menggunakan standar sekolah reguler dan mereka belum meguasai 
substansi dari SPK. Menurut perwakilan NZIS,pembinaan yang diberikan 
tidak menyentuh pada upaya perbaikan kualitas pembelajaran di NZIS. 
Dari fakta di atas bukan berarti dinas pendidikan tidak perlu 
dilbatkan di dalam pengelolaan, khsusunya dalam mengontrol kualitas 
pembelajaran, melainkan perlu peningkatan kemampuan dan pemahaman 
pihak dinas pendidikan mengenai SPK. Alasan lain perlunya pelibatan 
dinas pendidikan adalah tidak mungkinnya pemerintah pusat 
(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) untuk mengontrol langsung 
terhadap SPK yang jumlahnya pada saat ini sudah mencapai 176 SPK 
tingkat SD, 156 SPK tingkat SMP, dan 93 SPK tingkat SMA.  
Pelibatan dinas pendidikan tersebut tentu saja juga harus 
disesuaikan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, yang mana dalam lampiran UU tersebut dijelaskan pembagian 
kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang Pendidikan bahwa Pemerintah 
Provinsi berwenang dalam pengelolaan Pendidikan Menengah dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang Pengelolaan Pendidikan Dasar. 
Berdasarkan UU tersebut peraturan, maka Permendikbud no 31 tahun 
2014 Pasal 25 dan 29 juga perlu disesuaikan agar wewenang Pemerintah 
Provinsi lebih kepada Pendidikan Menegah menengah dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota pada Pendidikan Dasar. 
 
 
B. Kurikulum SPK 
Kurikulum yang digunakan di SPK mengikutiPermendikbud No 31 tahun 
2014. Permendikbud No 31 tahun 2014Pasal 11 mengatur tentang 
kurikulum bagi SPK.  
(1) Kurikulum disusun mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, 
Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, dan pedoman implementasi 
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Kurikulum yang dapat diperkaya kurikulum satuan pendidikan negara 
lain yang mempunyai keunggulan di bidang pendidikan atau dapat 
menggunakan kurikulum negara lain setelah memperoleh izin menteri 
atau pejabat lain yang ditunjuk.  
(2) Kurikulum pada SPK untuk SMA, MA, SMK, dan MAK, atau bentuk 
lain yang sederajat dapat disusun dalam sistem kredit semester. 
(3) Kurikulum yang diberlakukan bagi peserta didik WNI wajib memuat 
mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(4) Bagi peserta didik WNA wajib diajarkan Bahasa Indonesia dan 
Budaya Indonesia [Indonesian Studies). 
Pasal 11 ayat (1) di atas terlihat janggal jika harus mengacu kepada 
standar nasional. Perubahan sekolah reguler menjadi SPK mempunyai 
makna pengembangan yang di dalamnya harus ada peningkatan peran, 
fungsi, dan nilai. SPK harus diproyeksikan menjadi satuan pendidikan 
yang berskala global atau internasional; jika masih mengacu kepada 
standar nasional pendidikan, maka hasilnya juga akan berstandar nasional. 
Dengan demikian biaya tinggi yang sudah dikeluarkan oleh peserta didik 
atau orangtua murid tidak akan sebanding dengan hasil yang diperoleh.  
Berdasarkan uraian di atas, maka SPK seharusnya tidak lagi mengacu 
padakurikulum nasional, melainkan harus bersifat global/internasional, 
atau mengacu kepada standar yang diterapkan oleh satuan pendidikan 
asing yang melakukan kerjasama. Kalaupun akan mengakomidir 
kurikulum nasional, sifatnya hanya komplemen atau melengkapi saja. 
Ketentuan mengenai kewajiban untuk memuat mata pelajaran Pendidikan 
Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Bahasa 
Indonesia bagi peserta didik WNI memang harus tetap ada dan 
dipertahankan. Sebab Pendidikan Indonesia tetap menghendaki adanya 
output peserta didik yang cerdas, beriman dan tetap nasionalis. 
 
 
C. Sistem Evaluasi Belajar di SPK 
Ketentuan tentang sistem evaluasi belajar yang digunakan di SPK telah 
diatur di dalam Permendikbud No. 31. Di dalam Pasal 13dinyatakan 
bahwa: 
(1) Penilaian pada SPK menerapkan standar penilaian yang diperkaya 
dengan standar penilaian satuan pendidikan negara lain yang 
mempunyai keunggulan di bidang pendidikan atau standar penilaian 




(2) SPK wajib menyelenggarakan Ujian Nasional bagi peserta didik WNI. 
(3) Peserta didik WNA pada SPK yang akan melanjutkan pendidikannya 
pada satuan pendidikan nasional dapat mengikuti ujian nasional. 
(4) Soal UN untuk peserta didik SPK dapat disusun dalam Bahasa Inggris, 
kecuali untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. 
(5) SPK yang belum dapat menyelenggarakan UN dapat bekerja sama 
dengan satuan pendidikan yang menyelenggarakan UN untuk 
mengikutkan peserta didiknya. 
Sebagai konsistensi dari Pasal 11 ayat(1)yaitu menggunakan 
kurikulum internasional, maka sistem evaluasi yang digunakan 
seharusnya juga sistem internasional. Ketentuan ayat (2) yang 
mewajibkan SPK melakukan Ujian Nasional (UN) bagi peserta didik WNI 
sebenarnya juga kurang tepat. Kewajiban mengikuti UN ini seharusnya 
bersifat opsional, khususbagi peserta didik WNI yang akan melanjutkan 
ke sekolah reguler atau Perguruan Tinggi di Indonesia. Sedangkan bagi 
yang akan melanjutkan ke SPK jenjang berikutnya atau Perguruan Tinggi 
Asing, hasil UN tidak memiliki fungsi. Bahkan, bagi peserta didik yang 
hendak melanjutkan ke sekolah reguler atau perguruan tinggi negeri 
sebenarnya juga tidak terlihat kemanfaatannya. Usulan tim peneliti, 
sebenarnya cukup melakukan penyetaraan terhadap hasil belajar peserta 
didik, selayaknya WNI yang bersekolah di luar negeri. 
Dharma (2010)ketika mengkritik keberadaan Program Sekolah 
Bertaraf Internasional (SBI) atau rintisan sekolah bertaraf internasional 
(RSBI) mengatakan sebagai berikut:  
“Meski menyandang nama ‘bertaraf internasional’ tapi siswanya 
masih harus ikut ujian nasional. Alangkah ganjilnya jika sebuah 
sekolah yang bertaraf Internasional tapi kemudian masih harus 
mengikuti sebuah Ujian Nasional! Tidak mungkin sekolah harus 
mempersiapkan siswa untuk mengikuti Dua Sistem Ujian yang berbeda 
(nasional dan internasional) karena itu Sangat Memberatkan guru dan 
siswa serta tidak bermanfaat (Jakarta, 19 Juli 2010 Satria Dharma 
Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI))”. 
 
D. Kerjasama SPK 
Ruh dari nama SPK adalah adanya kerjasama antara pihak asing dengan 
Indonesia. Hal sudah tepat karena dengan cara ini akan dapat dijadikan 
kontrol atas keberadaan sekolah asing di Indonesia dan sekaligus pihak 
Indonesia dapat memperoleh nilai lebih yang ada pada sekolah asing. 
Sudah terbukti pada pengalaman sebelumnya, ketika sekolah asing berdiri 
secara tunggal (tidak melalukan kerjasama dengan lembaga pendidikan 
Indonesia) di dalam operasionalnya menjadi tidak terkontrol. 
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Di dalam PermendikbudNo. 31 Tahun 2014 dijelasskan bahwa 
Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) adalah satuan pendidikan yang 
diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara Lembaga 
Pendidikan Asing (LPA) yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan 
Lemabaga Pendidikan Indonesia (LPI) pada jalur formal atau nonformal 
yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dari penegertian 
tersebut mengandung makna bahwa semua sekolah asing yang beroperasi 
di Indonesia harus bekerja sama dengan lembaga pendidikan Indonesia, 
kecuali sekolah kedutaan. 
Ada hal yang menarik terkait dengan kerjasama ini, yaitu adanya 
dua pihak yang bekerjasma, yaitu lembaga pendidikan asing dengan 
lembaga pendidikan Indonesia. Dari ketentuan ini sepertinya ada 
kemungkinan bagi sekolah negeri untuk melakukan kerja sama dengan 
sekolah asing. Untuk hal ini perlu dibahas lebih lanjut, sebab konsekuensi 
dari kerjasama tersebut akan memerlukan tambahan biaya operasional, 
yang akhirnya akan berdampak pada beban keuangan yang harus dibayar 
oleh siswa atau orangtua.Hal ini sebenarnya sudah menjadi salah satu 
sebab atau alasan dihapus atau tidak berlakunya pasal 50ayat (3) UU 
Sisdiknas yang akhirnya melarang adanya sekolah bertaraf internasional 
(SBI/RSBI). 
Melihat pengalaman di negara lain, khususnya Cina dan Korea 
untuk penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah internasional, sekolah 
kerjasama, dan atau sekolahswasta diberlakukan peraturan dan atau UU 
yang berbeda dengan sekolah publik atau sekolah negeri. UU no 20 tahun 
2003 tentang Sisdiknas sebaiknya juga diberlakukan untuk mengatur 
penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah negeri, sedangkan untuk 
sekolah swasta dan SPK perlu dibuat UU atau peraturan lainnya tersendiri. 
Alternatif lain adalah melakuan amandemen atau revisi terhadap UU 
Sisdiknas dengan menambahkan bab atau pasal yang secara khusus 
mengatur sekolah swasta dan SPK.Hal ini masuk akal, sebab pada 
kenyataannya sekolah swasta dan SPK mempunyai segmen siswa yang 
berbeda, terutama sekolah swasta yang diminati oleh anak-anak 
berkemampuanlebih dan pada beorientasi pendidikan asing. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkanbahwa lembaga pendidikan 
asing yang hendak beroperasi di Indonesia harus melakukan kerja sama 
dengan lembaga pendidikan Indonesia agar keberadaannya dapat 
dikontrol dan dan pihak Indonesia memperoleh manfaat dari nilai lebih 
yang dimiliki oleh lembaga pendidikan asing. Namun demikian, 
kerjasama tersebut lebih tepat jika lembaga pendidikan Indonesia yang 
melakukan kerjasama adalah sekolah swasta, dan tidak diberlakukan 
terhadap sekolah negeri. 
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Permendikbud No 31 Tahun 2014, Pasal 3 menjelaskan seperti yang 
tertuang pada ayat (1), (2), dan (3) berikut ini: 
(1) LPI dan LPA dapat melakukan kerja sama penyelenggaraan 
pendidikan atau kerja sama pengelolaan pendidikan. 
(2) Kerja sama penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan bentuk kerja sama penyelenggaraan bersama 
antara LPI dengan LPA untuk mendirikan SPK. 
(3) Kerja sama pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan bentuk kerja sama pengelolaan di bidang akademik 
dan/atau non-akademik antara LPI dengan LPA. 
Permendikbud no 31 tahun 2014, Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (5) 
menjelaskan sebagai berikut:  
(1) Kerja sama penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan pada jalur 
formal dan nonformal. 
(2) Pemrakarsa kerja sama penyelenggaraan pendidikan jalur formal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu LPI berakreditasi A dan 
LPA yang terakreditasi atau diakui di negaranya.  
(3) Pemrakarsa kerja sama penyelenggaraan pendidikan jalur nonformal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu LPI dan LPA yang 
terakreditasi atau diakui di negaranya.  
(4) Kerja sama penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan jalur 
pendidikan formal bersifat nirlaba sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(5) Kerja sama penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan pada tingkat 
program studi atau satuan pendidikan. 
(6) Kerja sama penyelenggaraan pendidikan pada tingkat program studi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa kerja sama yang 
dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 
(7) Kerja sama penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan 
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa kerja sama 
yang dilaksanakan pada satuan pendidikan formal dan nonformal. 
Dari ketentuan yang tercantum di dalam Permendikbud No 31 
Tahun 2014 Pasal 3 dan 4 di atas perlu diperjelas pengertian lembaga 
pendidikan dan satuan pendidikan. Di dalam Permendikbud No 31 Tahun 
2014 Pasal 1 menjelaskan bahwa: (1) Lembaga Pendidikan di Indonesia, 
yang selanjutnya disebut LPI, adalah institusi yang bergerak di bidang 
pendidikan atau satuan pendidikan di Indonesia; (2) Lembaga Pendidikan 
Asing, yang selanjutnya disebut LPA, adalah institusi yang bergerak di 
bidang pendidikan atau satuan pendidikan asing; (3) Satuan Pendidikan 
Kerja Sama, yang selanjutnya disebut SPK, adalah satuan pendidikan yang 
diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara LPA yang 
 11 
 
terakreditasi/diakui di negaranya dengan LPI pada jalur formal atau 
nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
Di dalam PermendikbudNo 36 Tahun 2014 tentang Pedoman 
pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan 
menengah ada istilah Badan penyelenggara yang dimaknai sebagai 
yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain berbadan hukum yang 
mengajukan permohonan izin pendirian dan perubahan satuan pendidikan 
yang diselenggarakan masyarakat. 
Di dalam Permendikbud No 31 Tahun 2014 Pasal 1di atas dapat 
diartikan bahwa lembaga pendidikan di samakan dengan satuan 
pendidikan. Jika demikian adanya, maka kerjasama untuk membentuk 
SPK tersebut hanya dapat terjadi pada satuan pendidikan yang sudah 
terakreditasi A dan pembentukan SPK yang sama sekali baru tidak akan 
terbentuk. Padahal terbentuknya SPK baru yang tidak berawal dari satuan 
pendidikan terakreditasi A sangat kita harapkan agar SPK sebagai salah 
satu bentuk investasi di Indonesia dapat bertumbuh subur. Kitatidak bisa 
menutup mata potensi masyarakat yang sanggup mendirikan atau 
menyelenggarakan SPK yang baru yang tidak harus berawal dari satuan 
pendidikan terkareditasi A; potensi itu harus ditampung dan 
dikembangkan.  
Kita harus membedakan antara lembaga pendidikan dengan satuan 
pendidikan. Dengan pembedaan ini dapat memberikan kemungkinan 
terbentuknya SPK baru yang tidak harus hasil dari pengembangan satuan 
pendidikan terkareditasi A. Logika dapat terbentuknya SPK baru adalah 
sebagai berikut: Kita tidak menghendaki SPK tumbuh subur dan 
berkembang pesat di mana-mana tanpa di kelola secara baik. Pengalaman 
mengelola satuan pendidikan merupakan syarat yang perlu dikedepankan 
untuk mendirikan SPK. Syarat ini tidak akan terpenuhi jika SPK yang baru 
tersebut didirikan oleh lembaga atau satuan pendidikanyang sama sekali 
baru. Untuk memenuhi syarat pengalaman tersebut, maka SPK baru harus 
didirikan oleh lembaga pendidikan yang telah berpengalaman 
menyelenggarakan SPK atau telah berhasil mengelola satuanpendidikan 
hingga memperoleh akreditasi A. Lembaga pendidikan atau badan 
penyelenggara pendidikan yang demikian perlu diberikan kesempatan 
untuk membuka SPK baru dan tidak harus menjadikan satuan pendidikan 
yang telah terkareditasiA miliknya dijadikan SPK. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama untuk 
mendirikan SPK tidak harus menjadikan satuan pendidikan terakreditasi 
A dikembangkan menjadi SPK, melainkan dapat didirikan SPK baru yang 
sama sekali baru dengan catatan pendiri SPK tersebut adalah lembaga 
pendidikan atau badan penyelenggara pendidikan yang telah 
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berpengalaman menyelenggarakan SPK atau mengelola satuan 
pendidikan terkareditasi A. 
 
E. Nilai Investasi dalam SPK 
Banyak negara yang menagggapi keberadaan SPK atau sekolah 
internasional sebagai bentuk investasi, selain menambah devisa negara 
juga untuk mengurangi arus keluar mata uang asing sebagaikonsekuensi 
dari pengiriman anak-anak Indonesia ke luar negeri untuk belajar di luar 
negeri guna mendapatkan pendidikan berkualitas di negara lain. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Kim Han-wook, Ketua Jeju Free International 
City Center (JDC). 
Pemerintah Malaysia melaui Divisi Pendidikan Swasta Kementerian 
Pendidikan juga menanggapi hal yang senada. Hal ini tertuang di dalam 
tujuan utama dari divisi pendidikan swasta Malaysia, yaitu untuk membuat 
Malaysia sebagai pusat Educational Excellence terkemuka yang 
menawarkan tidak hanya pendidikan berkualitas, tetapi juga salah satu 
yang memiliki nilai ekonomi atau uang, dan mempromosikan pendidikan 
sebagai industri yang menghasilkan pendapatan yang layak. 
(http://www.expat-quotes.com/guides/malaysia/ education/ international-
schools-in-malaysia.htm) 
A. KepegawaianTenaga Pendidik dan Kependidikan di SPK 
Dalam hal status kepegawaian tenaga pendidik (guru) dan tenaga 
kepegawaian,Permendikbud No 31 Tahun 2014, Pasal 9telah mengatur 
hal-hal tersebut: 
(1) Pendidik pada SPK harus memenuhi standar pendidik yang dapat 
diperkaya dengan standar pendidik satuan pendidikan negara asing.  
(2) Jumlah pendidik pada SPK wajib mengikutsertakan paling sedikit 30 
% (tiga puluh persen) pendidik WNI. 
(3) Seluruh pendidik mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).  
(4) Kualifikasi pendidik minimal setara SI atau DIV sesuai bidang studi 
yang diampu.Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
pendidik: (a) harus sehat jasmani rohani; (b) tidak diperbolehkan 
mengkonsumsi/dibawah pengaruh minuman keras; (3) di lingkungan 
sekolah; dan (4) tidak terlibat dalam kegiatan politik, clandestein, 
propaganda agama, dan pengumpulan dana. 
(5) Program atau satuan pendidikan wajib menerapkan sistem remunerasi 
yang berkeadilan bagi semua pendidik. 
(6) Pendidik asing untuk pembelajaran bahasa asing pada SPK merupakan 
penutur asli bahasa asing negaranya dan/atau orang yang mempunyai 
sertifikat pendidik untuk bahasa tersebut. 
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Selanjutnya, terkait dengan tenaga kependidikan, Permendikbud No 31 
Tahun 2014, Pasal 10mengamanatkan bahwa: 
(1) Tenaga kependidikan pada SPK paling sedikit meliputi pimpinan 
satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi 
sumber belajar, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan tenaga 
keamanan. 
(2) Tenaga kependidikan asing dilarang menduduki jabatan yang secara 
khusus menangani personalia. 
(3) Tenaga kependidikan pada SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memenuhi standar tenaga kependidikan yang dapat diperkaya dengan 
standar tenaga kependidikan satuan pendidikan negara asing. 
(4) Jumlah tenaga kependidikan selain pimpinan satuan pendidikan pada 
SPK wajib mengikutsertakan paling sedikit 80% (delapan puluh 
persen) warga Negara Indonesia. 
(5) Kepala sekolah dan koordinator akademik memiliki kualifikasi 
akademik master/ magister atau yang sederajat. 
(6) Persyaratan tenaga pendidikan pada SPK: (a) harus sehat jasmani 
rohani; (b) tidak diperbolehkan mengkonsumsi/dibawah pengaruh 
minuman keras di lingkungan sekolah; dan (c) tidak terlibat dalam 
kegiatan politik, clandestein, propaganda agama dan pengumpulan 
dana. 
(7) Pimpinan satuan pendidikan pada SPK dapat merangkap sebagai 
pimpinan untuk semua jenjang pendidikan. 
(8) Program atau satuan pendidikan wajib menerapkan sistem remunerasi 
yang berkeadilan bagi semua tenaga kependidikan. 
Ketentuan tentang tenaga pendidik dan kependidikan yang diberlakukan 
dalam Permendikbud No. 31 Tahun 2014 Pasal 9 dan 10 sudah tepat dan 
tidak ada masalah. Komposisi tenaga pendidik yang besarnya 30% WNI 
sudahsesuai dalam rangka meningkatkan peran WNI di dalam 
pembelajaran di SPK. Jumlah yang lebih dari itu juga akan menyulitkan 
bagi penyelenggara SPK untuk memenuhinya, karena belum banyak guru 
di Indonesia yang mampu mengajar dengan bahasa Inggris sebagai bahasa 
pengantar.Sedangkan komposisi 80% tenaga kependidikan WNI juga 
sudah sesuai untuk membuka peluang kerja bagi WNI dan pihak SPK 
tidak akan kesulitan untuk memenuhinya. 
 
F. Monitoring dan Evaluasi SPK 
Monitoring atau pemantauan dan evaluasi terhadap SPK telah diatur di 
dalam Permendikbud No 31 Tahun 2014. Di dalam Pasal 33 ayat (1) 
sampai dengan ayat (3) tertulis sebagai berikut: 
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(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan kerja 
sama dilakukan secara berkala oleh Tim yang dibentuk oleh 
Kementerian. 
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan terhadap sistem pendidikan yang meliputi: peserta didik, 
kurikulum, proses pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, 
sarana dan prasarana, penilaian, pengelolaan, dan pembiayaan.  
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan secara berkala paling 
sedikit 3 (tiga) tahun kepada Menteri dengan tembusan Direktur 
Jenderal terkait.  
Selanjutnya, di dalam Pasal 34dinyatakan bahwa: 
(1) Penyelenggara SPK wajib menyampaikan laporan tertulis tentang 
penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan setiap 1 (satu) 
tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal terkait, yang 
tembusannya disampaikan kepada dinas pendidikan provinsi dan 
kabupaten/kota setempat. 
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
dengan mengisi formulir yang dikeluarkan oleh Kementerian. 
Ketentuan tentang tim pemantau dan evaluasi pada Pasal 33 ayat (1) perlu 
penjelasan lebih lanjut, yaitu terkait dengan unsur yang terlibat di dalam 
tim tersebut. Melihat pertumbuhan dan perkembangan SPK di masa yang 
akan datang,tim pemantau dan evaluasi perlu melibatkan pemerintah 
daerah, khususnya dinas pendidikan kabupaten/kota. Pelibatan pemerintah 
daerah ini sangat wajar, sebab pemantauan yang langsungdan dilakukan 
dari dan oleh tim pemerintah pusat tidak akan mampu menjangkau seluruh 
SPK yang ada, sebab SPKsaat ini sudah mencapai 425 SPK yang terdiri 
atas 176SPK jenjang SD, 156 SPK jenjang SMP , dan 93 SPK jenjang 
SMA. Tidak terjangkaunya pemantauan ke seluruh SPK tersebut bukan 
hanya dari segi kuantitas, melainkan juga kualitasberupa kualifikasi 
pemantau. Ketika harus melibatkan dinas pendidikan kabupaten/kota juga 
masih perlu dijelaskan unsur mana saja yang dilibatkan. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemantauan dan evaluasi 
terhadap SPK perlu melibatkan dinas pendidikan/kabupaten/kota.  
 
G. Praktik Perizinan Sekolah Internasional Luar Negeri 
Berikut ini diuraikan contoh praktik perijinan sekolah internasional di 
beberapa negara 
1.  Perizinan Sekolah Internasional di China 
Arlo Kipfer(2015) dalam postingnya diChina Business, Legal 
Newspada tanggal 5 bulan February2015 menjelaskan bahwa 
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permintaan pendirian sekolah internasional di China salah satunya 
disebabkan oleh jumlah ekspatriat yang semakin banyak memilih 
tinggal dengan keluarganya di China dan orang-orang China yang kaya 
mencari sekolah yang sesuai untuk mempersiapkan anak-anak mereka 
memasuki universitas elit di luar negeri. Mendirikan sekolah swasta 
dengan tipe tertentu sangat langka di Cina, terutama yang di bawah 
kendali asing. Dalam banyak kasus pihak asing yangberusaha 
mendirikan sekolah mendapatkan dukungan dari pemerintah lokal dan 
pengembang properti. Namun demikian, sebagian besar kantor 
pendidikan provinsi tidak memiliki prosedur atau pemahaman yang 
jelas tentang bagaimana mendirikan sekolah seperti itu. Kondisi para 
pengacara Cina harus memberikan penjelasan kepada kantor 
pendidikan lokal tentang peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh 
kementerian pendidikan. 
Mendirikan sekolah swasta di Chinasangat sulit,dan investasi 
asing di bidang pendidikan di China sangat dibatasi (seperti pada 
MOFCOM’s List dan Panduan dari Kementerian Pendidikan). Hal ini 
dikarenakan pemerintah China menganggap bahwa untuk beberapa 
aspek pendidikan Barat merupakan ancaman terhadap konten 
pendidikan di China, meskipun pemerintah China juga berharap bahwa 
warga negaranya dapat menerima pendidikan barat. 
a. Sekolah untuk Tenaga Kerja dan Mahasiswa Asing di China 
Pemerintah China telah lama mengakui bahwa sekolah yang baik 
untuk orang asing merupakan investasi asing yang baik ke China. 
Di Sekolah untuk anak-anak tenaga kerja asing (TKA) dan 
mahasiswa asing biasanya menerima pendidikan yang sangat mirip 
dengan apa yang akan mereka terima di negara asalnya. Sebagian 
besar sekolah ini memuat istilah"International School" di nama 
mereka. Kementerian Pendidikan membuat pengecualian, untuk 
jenis sekolah ini harus benar-benar di bawah kendali asing. 
Peninjauan kurikulum oleh Kementerian Pendidikan di sekolah-
sekolah ini tidak diperlukan, dan papan nama pemerintahan dan 
perwakilan hukum dapat menggunakan pihak asing. Biar 
bagaimanapun, sekolah-sekolah ini secara alami tidak bisa religius 
dan tidak ada mahasiswa China yang diizinkan untuk belajar di 
sana. Sekolah ini hanya untuk anak usia dini, dasar dan pendidikan 
menengah. Tingkat universitas, sekolah pelatihan teknis, dan 
pendidikan lainnya tidak diizinkan. 
Untuk mensponsoriberdirinya sekolah tersebut harus memiliki 
badan hukum China. Entitasnya bisa menjadi Badan Usaha Milik 
Asing sepenuhnya (Wholly Foreign Owned Entity/WFOE) atau 
 16 
 
Joint Venture (JV) yang tujuannya adalah untuk memulai dan 
mengoperasikan sekolah. Persyaratan pada jenis WFOE, ruang 
lingkup bisnis dan nama substansial berbeda dari Badan Usaha 
Milik Asing Sepenuhnya yang standar (Wholly Foreign Owned 
EntityStandard/WFOEs). Negosiasi yang berulang dan panjang 
diperlukan untuk memperoleh persetujuan pendirian lembaga 
pendidikan dengan satatus WFOE yang mengandung karakter 
pendidikan China. 
Setelah berdiri, sekolah untuk anak tenaga kerja dan mahasiswa 
asing ini merupakan badan hukum independen, milik sendiri 
(sebagai non-profit) dan diatur oleh dewan. Semua uang yang 
diterima oleh sekolah harus digunakan oleh sekolah, dan karena itu 
tidak dapat dikirimkan sebagai keuntungan bagi investor. 
Dari 1995-2012, semua sekolah untuk anak-anak tenaga kerja 
dan mahasiswa asing harus disetujui oleh Departemen Pendidikan 
Nasional di Beijing.Namun, sejak 2013 dan seterusnya, masing-
masing Biro Pendidikan provinsi telah memiliki persetujuan 
otoritas untuk jenis sekolah ini, namun karena kurangnya prosedur 
yang jelas di tingkat provinsi, upaya aplikasinya menjadi lebih 
rumit. 
b. Sekolah Kerjasma Sino-Asing dan Sekolah Swasta China 
Departemen Pendidikan RRC menerbitkan pedoman untuk 
menjalankan Sekolah Kerjasama Sino-Asing pada tahun 1995. 
Tujuan utama dari hukum yang telah diperbaharui pada tahun 2003, 
adalah untuk meningkatkan pengembangan sekolah swasta 
berkualitas di China dengan mengakui kebutuhan mitra pendidikan 
asing dalam berinvestasi properti, intelektual, dan keahlian mereka. 
Sekolah Kerjasama Sino-Asing pada dasarnya merupakan 
perusahaan patungan antara entitas pendidikan asing yang sudah 
diakui di negaranya dan entitas China. Meskipun pendidikan adalah 
area terbatas dari investasi asing, Sekolah Kerjasama Sino-asing 
dapat menjadi mayoritas dimiliki oleh asing hingga setengahnya.  
Perwakilan hukum dari Sekolah Kerjasama Sino-Asing juga 
boleh orang asing. Namun, kepala sekolah harus orang 
berkebangsaan Cina. Dalam prakteknya, pasangan China biasanya 
akan bersikeras mengendalikan entitas dan kontrol mayoritas 
dewan karena mereka biasanya menyediakan lahan untuk sekolah 
dan sejumlah besar uang yang dibutuhkan untuk mendapatkannya. 
Peraturan sekolah kerjasama Sino-Asing tidak sepenuhnya 
dapat mengatasi masalah penting yaitu “apakah investor dapat 
menerima keuntungan masa depan atas investasi mereka”;jika 
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demikian, bagaimana seharusnya mereka melakukannya. 
Penghasilan yang diterima oleh sekolah digunakan secara eksklusif 
untuk sekolah. Mengingat kurangnya kejelasan, investor biasanya 
akan membentuk perusahaan terpisah untuk mengisi royalti atau 
biaya layanan lain bagi sekolah, membuat laba atas investasi 
mereka dengan cara itu. Beberapa rancangan peraturan terbaru 
tampaknya menunjukkan bahwa pemerintah sedang merintis ide 
sekolah berorientasi profit. Jika modifikasi ini dikonfirmasi, 
mereka mungkin akan memberikan panduan yang lebih jelas 
tentang bagaimana untuk menangani masalah pengembalian 
investor. 
c. Sekolah Swasta China.  
Sekolah Swasta China sepenuhnya hanya dimiliki oleh investor 
China, terutama melayani siswa China. Hal ini tidak mengherankan 
untuk menemukan sekolah-sekolah ini terletak dalam 
pengembangan properti investor sendiri . Perbedaan utama antara 
sekolah swasta dengan sekolah publik China adalah bahwa sekolah-
sekolah swasta sering bekerja untuk menanamkan beberapa standar 
pendidikan asing tingkat tinggi atau lainnya ke dalam kurikulum 
mereka . Sekolah-sekolah ini sering menekankan bahasa Inggris 
atau bahasa asing lain atau program seni yang didanai secara baik, 
dan beberapa sekolah juga menawarkan SMA kelas Amerika dan 
menyediakan asrama bagi siswanya. 
Sekolah-sekolah ini juga dapat menggunakan nama " Sekolah 
Internasional , " meskipunpada umumnya mereka menamakan 
dirinya sebagai " Bilingual School" atau " Sekolah 
Eksperimental."Permintaan perguruan tinggi dan sekolah-sekolah 
swasta yang ingin mendirikan jenis kemitraan semakin meningkat, 
sementara permintaan untuk mendirikan sekolah swasta eksklusif 
untuk orang asing mengalami penurunan(Arlo Kipfer,2015) 
Peraturan Pemerintah Republik Rakyat China (RRC) untuk 
menjalankan Sekolah Kerjasama Asing-China, Bab II, Pasal 12 
menjelaskan bahwa permohonan untuk membangun Sekolah 
Kerjasama Asing-China yang menawarkan pendidikan tinggi untuk 
kualifikasi akademik pada atau di atas pendidikan universitas 
reguler dikenakan pemeriksaan dan persetujuan dari Departemen 
Administrasi Pendidikan Dewan Negara; aplikasi untuk 
membangun sekolah kerjasama Asing-China yang menawarkan 
pendidikan tinggi khusus atau pendidikan tinggi untuk kualifikasi 
non-akademik dikenakan pemeriksaan dan persetujuan dari 
pemerintah provinsi, daerah otonom atau kotamadya yang langsung 
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di bawah Pemerintah Pusat dimana sekolah yang diusulkan untuk 
ditempatkan. 
Sebuah aplikasi untuk membangun sekolah kerjasama Asing-
Chna yang menawarkan pendidikan menengah untuk kualifikasi 
akademik, program tutorial bimbingan tes, program bimbingan 
belajar untuk program tambahan dari sekolah dan pendidikan pra-
sekolah harus dikenakan pemeriksaan dan persetujuan dari 
Departemen Administrasi Pendidikan pemerintah provinsi, daerah 
otonom atau kotamadya yang langsung di bawah pemerintah Pusat 
di mana sekolah yang diusulkan untuk ditempatkan. 
Sebuah aplikasi untuk membangun sekolah kerjasama sekolah 
Asing-Cina yang menawarkan pelatihan teknik kejuruan dikenakan 
pemeriksaan dan persetujuan dari Departemen Administrasi 
Tenaga Kerja pemerintah provinsi, daerah otonom atau kotamadya 
yang langsung di bawah Pemerintah Pusat di mana sekolah yang 
diusulkan berada. (Diadopsi dari: The 68th Executive Meeting of 
the State Council on February 19, 2003, promulgated by Decree 
No. 372 of the State Council of the People's Republic of China on 
March 1, 2003, and effective as of September 1, 2003). 
2.  Pendirian Sekolah Asing di Korea Selatan 
Pemerintah Korea Selatan merencanakan untuk memungkinkan 
lembaga-lembaga pendidikan asing yang berlokasi di Jeju sebagai 
provinsi dengan pemerintahan otonomi khususdan zona ekonomi bebas 
untuk membangun kampus bersama dengan mitra Korea. Selain itu, 
sekolah internasional di Jeju Global Education City (JGEC) akan 
diizinkan untuk membayar dividen pada saldo laba mereka.Langkah ini 
diharapkan dapat membantu lembaga pendidikan asing mempercepat 
upaya mereka untuk mendirikan cabang di luar negeri di Korea. 
Pemerintah Korea berencana untuk memberikan tingkat yang berbeda 
dari dukungan keuangan kepada lembaga pendidikan asing tergantung 
pada hasil evaluasi internasional mereka dan prestasi penelitiannya. 
Saat ini, di bawah Undang-Undang khusus tentang Jeju sebagai Free 
International City, laba yang dihasilkan oleh sekolah internasional 
harus disimpan digunakan oleh sekolah-sekolah, sehingga dilarang 
untuk melakukan pembagian dividen. 
Selain itu, perusahaan patungan sekolah internasional akan 
diizinkan di tempat-tempat seperti JGEC di Jeju. Saat ini, sekolah-
sekolah asing hanya diperbolehkan untuk membuka dan 
mengoperasikan fasilitas pendidikan internasional sendiri, dan dilarang 
membayar dividen atau mendistribusikan keuntungannya. 
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Departemen Pendidikan China percaya bahwa pembatasan ini 
dapat mencegah distribusi hasil investasi, menciptakan suatu 
pencegahan untuk menarik sekolah asing elit ke Korea bersama dengan 
investasi asing langsung. "Ketika sekolah internasional Jeju 
diperbolehkan untuk mendistribusikan pendapatan dan deviden 
mereka, tidak hanya aliran investasi, tetapi juga kepentingan dalam 
pembentukan lembaga pendidikan nirlaba akan naik," kata Kim Han-
wook, Ketua Jeju Free International City Center (JDC). 
Sementara itu, pada pertemuan promosi perdagangan dan investasi 
ke 4, Kim mengusulkan bahwa sekolah internasional di Jeju diizinkan 
untuk mendistribusikan keuntungannya dan membayar dividen untuk 
memajukan pelayanan pendidikan dengan memfasilitasi pembentukan 
cabang lokal dari lembaga pendidikan asing dan menarik lebih banyak 
investasi asing, dengan demikian dapat meningkatkan daya saing 
bangsa dengan mengurangi arus keluar mata uang asing yang berasal 
dari pengiriman anak-anak ke luar negeri untuk belajar dan 
menghasilkan bakat global. (www.businesskorea.co.kr/.../2911-
investment-education-korean-govern).10 January 2014 - 2:13pm 
Pemerintah Korea Selatan telah membuat undang-undangyang 
khusus untuk mengatur pembentukan dan pengeloaan lembaga 
pendidikan asing di kawasan ekonomi bebas kota internasional Jeju ( 
Act, No. 7533, May 31,2005). Dengan adanya undang-undang ini, 
pengelolaan pendidikan di daerah ini tidak mengikuti UU yang telah 
ada sebelumnya, yaitu Undang-Undang Pendidikan Anak Usia Dini, 
Dasar dan Menengah, Pendidikan Tinggi dan Sekolah Swasta (Act No. 
7533, May 31, 2005, pasal 3). Di dalam UU ini juga dijelaskan bahwa 
hanya yayasan atau lembaga asing yang diperbolehkan mendirikan 
sekolah di wilayah ini (Act No. 7533, May 31, 2005, Pasal 4). Di dalam 
pasal 5 dijelaskan bahwa lembaga /yayasan pendidikan asing yang 
hendak mendirikan lembaga pendidikan asing di wilayah ini harus 
memperoleh izin Menteri Pendidikan dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia dan memperoleh rekomendasi dari Kepala lembaga 
administrasi pengelola Zona Ekonomi Bebas Provinsi Jeju dan 
Gubernur Provinsi Jeju-do. 
 
 
3.  Pendirian Sekolah Internasional di Thailand 
Sudah ada 139 Sekolah Internasional di Thailand hingga tahun 2013. 
Ada persyaratan bahwa untuk mendirikan sekolah internasional di 
Thailand, lebih dari 51 persen sahamnya dipegang oleh orang atau 
perusahaan berkebangsaan Thailand. Dikarenekan kepemilikan 
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sahamnya harus lebih dari 51 persen orang berkebangsaan Thailand, 
maka di dalam pendirian sekolah internasional, langkah awalnya 
adalah melakukan pendaftaran atas perusahaannya di Departemen 
Pengembangan Bisnis, Kementerian Komersial (Department of 
Business Development/DBD, Ministry of Commerce). Langkah kedua 
setelah itu adalah mengajukan permohonan untuk mendirikan sekolah 
kepada Kementerian Pendidikan Thailand. (http://osos.boi.go.th/ 
index.php? page=faq_detail &group_id=142&topic _id=234). 
Menurut ketentuan Kementerian Pendidikan Thailand, sekolah 
internasional adalah lembaga pendidikan yang menyediakan kurikulum 
internasional yang sudah disesuaikan dengan kurikulum yang 
diorganisasikan sendiri (oleh sekolah), dan bukan merupakan 
kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Bahasa 
asing digunakan sebagai media belajar mengajar, dan pendaftaran 
siswa tanpa ada pembatasan kewarganegaraanatau agama atau rezim 
negara, dan tidak berlawanan dengan moralitas dan stabilitas di 
Thailand. Pembelajaran bahasa Thailand dan budayanya harus 
diberikan di setiap jenjang, sehingga anak-anak bukan Thailand, 
diharuskan belajar untuk memahamibahasa dan budayanya. 
Pemohon ijin sekolah internasional di Thailand ialah seseorang 
yang berkebangsaan Thailand berdasarkan hak lahir dengan kualifikasi 
setidaknya sarjana dan kualifikasi lainnya yang berkaitan dengan 
pendidikan swasta. Untuk status hukum perorangan, maka dia harus 
memiliki pendidikan sesuai tujuannya, dan kepemilikan sekolahnya 
harus lebih dari setengahnya berkebangsaan Thailand, 
Lokasi untuk pembangunan sekolah berada di ligkungan yang baik 
dengan transportasi yang nyaman dan harus diberi pagar untuk 
membatasi wilayah sekolah. Tanah harus cukup luas untuk operasional 
sekolah, bukan di daerah banjir, dan dilengkapi dengan sarana 
prasarana yang sehat.  
4.  Perizinan dan Pendirian Sekolah Internasional dan Swasta di Malaysia 
Pendidikan dasar di Malaysia diawasi oleh Kementerian Pendidikan 
Malaysia (Kementerian Pelajaran Malaysia/KPM). Pendidikan adalah 
tanggung jawab pemerintah federal, tetapi masing-masing negara 
bagian memiliki Departemen Pendidikan untuk mengkoordinasikan 
masalah pendidikan di wilayahnya. 
Pendidikan disediakan gratis untuk semua orang Malaysia, dan 
pendidikan dasar merupakan program wajib dan dilaksanakan di 
sekolah-sekolah dasar negeri. Sekolah Dasar negeridibagi menjadi dua 
kategori berdasarkan bahasa pengantarnya, yaitu: 
a. Sekolah Nasional Melayu 
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b. Sekolah Nasional Non-Melayu yang dibagi ke dalam Sekolah 
berbahasa Cina dan berbahasa Tamil  
Selain sekolah nasional seperti di atas, ada juga sekolah 
internasional yang dapat menjadi solusi terbaik bagi siswa expatriat 
(eksekutif perusahaan multinasional, anak-anak diplomat, dan staf 
LSM) di Malaysia. Sekolah internasional memberikan standar yang 
sama untuk bersekolah di seluruh dunia, menyediakan transisi yang 
mudah antara sekolah apakah mereka berada di Perancis atau Vietnam. 
Meskipun demikian, ada juga penduduk setempat yang bersekolah di 
sekolahh internasional. Sekolah dapat mengikuti model kurikulum dari 
AS, Inggris, Perancis, dll dengan bahasa pengatntar utamanya bahasa 
asing,biasanya bahasa inggris. http://www.expat-quotes.com/guides/ 
malaysia/education/international-schools-in-malaysia.htm 
Sekolah swasta berbeda dengan sekolah nasional atau sekolah 
pemerintah. Sekolah swasta menyediakan: 
a. pendidikan dasar atau pendidikan menengah atau keduanya, yang 
memenuhi persyaratan dari kurikulum nasional dan ujian yang 
ditentukan di bawah UU Pendidikan Malaysia tahun 1996 
bersama-sama dengan pemberian pendidikan pra-sekolah swasta, 
jika ada; 
b. pendidikan agama swasta tingkat dasar atau menengah atau 
keduanya, yang memenuhi persyaratan Kurikulum Nasional diatur 
dalam UU Pendidikan 1996 bersama-sama dengan penyediaan 
pendidikan pra-sekolah swasta; jika ada; 
c. pendidikan swasta China tingkat dasar atau menengah atau 
keduanya, dengan penyediaan pendidikan pra-sekolah swasta, 
yang sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian 
Pendidikan Malaysia. 
M. Bakri Musa. (2007) mengatakan bahwa sekolah swasta tidak 
akan mendapatkan dana negara. Seperti sekolah piagam, mereka masih 
harus mengirim obligasi kinerja untuk melindungi konsumen mereka; 
untuk memastikan bahwa mereka memainkan peran yang tepat dalam 
pembangunan bangsa dan membina persatuan nasional. Satu-satunya 
persyaratan kurikuler bagi sekolah swasta adalah bahwa siswa mereka 
harus menunjukkan kompetensi dalam bahasa Melayu dan merupakan 
subjek yang harus diajarkan setiap hari. Para siswa juga harus 
mengikuti ujian nasional yang sama dalam bahasa Melayu seperti siswa 
di sekolah-sekolah nasional. Sekolah swasta memiliki otonomi lebih 
besar dari sekolah piagam, selayaknya sebagai sekolah yang statusnya 
tidak mendapatkan dana publik. Malaysia harus memulai dari yang 
kecil, dengan memberikan piagam untuk sekitar 20-25 sekolah dasar 
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dan 10-12 pada tingkat menengah, dan jumlah yang sama untuk sekolah 
swasta murni. Setelah beberapa tahun mengevaluasi program dengan 
melihat peningkatannya, Malaysia sangat diuntungkan dengan 
keterlibatan sektor swasta dalam kepemilikan sekolah swasta. Jika 
Malaysia bisa mencapai tahap seperti Chile yang saat ini hampir 
separuh siswa memilih untuk sekolah-sekolah non-publik, dapat 
terbayangkan berkurangnya beban bagi Kementerian Pendidikan. 
Kemudian bisa lebih memperhatikan orang-orang yang benar-benar 
membutuhkan bantuan. 
5.  Perizinan dan Pendaftaran di China 
a. Badan Kerjasama Lokal 
Investor yang berniat untuk mendirikan sebuah sekolah swasta atau 
internasional harus sebuah perusahaan gabungan sesuai UU Usaha 
tahun 1965 (Companies Act 1965), atau sudah mendaftar di The 
Registry of Societies Malaysia/ROS) sesuai dengan Undang-
undang Kemasyarakatan Tahun 1966 (Societies Act 1966).ROS 
adalah salah satu departemen di bawah Kementerian Dalam Negeri, 
yang merupakan badan pemerintah yang mengawasi pendaftaran 
suatu pendirian. 
b. Persetujuan  untuk Membentuk Sekolah Internasional/Swasta  
c. Dalam rangka mendirikan sekolah  swasta internasional di Malaysia, 
pemohon diminta untuk mengajukan proposal ke Kementerian 
Pendidikan Malaysia untuk mendapatkan persetujuan mendirikan 
sekolah. Setelah memperoleh persetujuan, pemohon dapat 
melanjutkan dengan pendirian sekolah. Persetujuan  untuk 
mendirikan sekolah biasanya  berlaku untuk jangka waktu dua (2) 
tahun. Jika sekolah  membutuhkan  waktu lebih lama untuk 
ditetapkan, pemohon dapat mengajukan  permohonan  perpanjangan 
waktu ke Kementerian Pendidikan. 
d. Pendaftaran Sekolah Internasional/Swasta 
Setelah mendapat persetujuan, perusahaan pendiri sekolah 
internasional/swasta dituntut untuk mendaftarkan sekolahnya ke 
Panitera Negara yang relevan dengan sekolah. 
e. Kebijakan untuk Keadilan/Equity 
Untuk meningkatkan  partisipasi  lokal dalam bisnis, Pemerintah 
mendorong joint-venture antara investor Malaysia dan asing. 
Pemerintah telah mengumumkan  pada tanggal 7 Oktober 2011, 
sekolah  internasional menjadi salah satu dari 17 subsektor layanan 
yang akan diliberalisasi. 
f. Prosedur Imigrasi Tertentu 
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Sekolah Internasional/Swasta yang berniat untuk mempekerjakan 
ekspatriat termasuk guru asing harus mendapatkan persetujuan 
Kementerian pendidikan.Setelah disetujui, sekolah 
internasional/swasta harus meneruskan aplikasi mereka untuk 
memperoleh ijin tinggal untuk bekerja Departemen Imigrasi untuk 
disahkan. Guru asing dan lokal harus mendaftar dan mengajukan 
permohonan izin mengajar dari Kementerian Pendidikan.  
g. Insentif Pajak 
Pemerintah memberikan insentif pajak kepada pengelola sekolah 
internasional atau  sekolah swasta berupa keringanan pajak; untuk 
sekolah internasional berlaku sejak tahun 2010 hingga 2015, dan 




Dari uraian di atas dapat disimpulkan  bahwa sekolah Internasional dan 
swasta di Malaysia menjadi salah satu bentuk invetasi yang 
perizinannya mengikuti perizinan  mendirikan suatu  perusahaan atau 
yayasan. Untuk menarik investasi asing dan swasta pemerintah 
memberlakukan  insentif  pajak berupa keringanan pajak bagi 
pengelola sekolah internasional dan swasta. Investor yang ingin 
mendirikan sekolah swasta atau  internasional harus berupa perusahaan 
gabungan dan mendaftar di The Registry of Societies Malaysia (ROS), 
yaitu salah satu departemen di bawah Kementerian Dalam Negeri, yang 
merupakan badan pemerintah yang mengawasi pendaftaran suatu 
pendirian. Langkah pertama dalam perizinannya adalah meminta 
persetujuan dari Kementerian Pendidikan  Malaysia, kemudian  
mendaftarkan sekolahnya ke panitera negara, yaitu ROS. Jadi dalam  
perizinannya tidak melibatkan  pemerintah  negara bagian (provinsi 
untuk di Indonesia).  
6.  Perizinan dan Pendirian Sekolah Internasional di Vietnam 
Taman Kanak-kanakdengan investasi dan program asing di Vietnam 
hanya diperuntukkan untuk anak-anak asing. Anak-anak Vietnam di 
bawah usia lima tahun dilarang untuk memperoleh program ini.Sekolah 
dengan investasi asing, yang berisi program pendidikan asing dan isu 
lisensi asing pada jenjang pendidikan dasar dan  menengah diijinkan 
menerima siswa Vietnam tapi tidak lebih dari 10%, pada jenjangv yang 
lebih tinggi maksimum jumlah siswa Vietnam hanya 20%. 
Investasi di bidang pendidikan diatur oleh Pemerintah Vietnam 
melalui peraturan tentang investasi, terutama Keputusan nomor 
73/2012 ND-CP. Keputusan Pemerintah ini sebagai bentuk penjabaran 
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atas Undang-undang Penanaman  Modal  Tahun 2005. Keputusan  
tersebut menyatakan bahwa investor asing dalam proyek pra sekolah 
harus berinvestasi VND 30 juta per anak, tidak termasuk biaya 
penggunaan lahan. Pengeluaran wajib untuk pendidikan  menengah  
sebesar VND 50 juta per siswa, dan  modal  total investasi harus 
minimal VND 50 miliar.Investor di pusat-pusat pelatihan jangka 
pendek, sekolah kejuruan dan fasilitas  pendidikan profesional  harus 
berinvestasi  masing-masing  VDN  20  juta,  VDN  60 juta, dan VND 
100  juta per siswa. Keputusan tersebut selain juga berupaya untuk 
menghentikan proliferasi lembaga pendidikan asing yang tidak sesuai 
regulasi, untuk memastikan  bahwa  investor asing  memiliki  
kemampuan  keuangan yang kuat untuk berinvestasi di sektor 







H. Konseptualisasi Penyelenggaraan dan Pengelolaaan SPK 
Dari seluruh uraian di atas dapat dibuat suatu konsep mengenai 
penyelenggaraan dan pengelolaanSPK. Konsep ini dapat dijadikan 
pemandu bagi para peneliti yang hendak melakukan pengumpulan dan 
analisis data di lapangan. Setiap langkah yang ditempuh oleh peneliti di 
dalam pengumpulan dan analisis data di lapangan harus berawal dari 
konsep ini. Adapaun konsep yang dikembangkan di dalam kajian ini 
meliputienam konsep utama, antara lain:1) proses pendirian dan perizinan 
SPK; 2) kurikulum yang diterapkan di SPK, 3) sistem evaluasi belajar 
yang diterapkan di SPK; 4) kerjasama yang dilakukan oleh SPK; 5) Status 
kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan di SPK; 6) Monitoring 
dan evaluasi terhadap SPK. 
1) Proses pendirian dan perizinan SPK  
Proses pendirian dan perizinan SPK, merupakan tahapan awal yang 
harus ditempuh  oleh  suatu  lembaga atau yayasan  pendidikan  untuk 
memperoleh izin dari menteri  pendidikan dan  kebudayaan untuk  
mendirikan  SPK  baru atau  mengembangkan  satuan  pendidikan  
reguler  menjadi  SPK.  Pada tahapan awal tersebut perlu melibatkan 
pemerintah daerah dan dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi. 
2) Kurikulum yang diterapkan di SPK 
Kurikulum yang diterapkan di SPK bukanlah kurikulum nasional atau 
hasil pengembangan dari kurikulum nasional, melainkan kurikulum 
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yang dari lembaga pendidikan asing yang melakukan kerjasama dan 
diperkaya dengan kurikulum nasional. 
3) Sistem evaluasi belajar yang diterapkan di SPK 
Sistem  evaluasi belajar yang diterapkan di SPK merupakan satu 
kesatuan dengan  sitem  pembelajaran  yang diterapkan  SPK, sehingga 
penerapan evaluasi  harus  sinkron  dan  mengacuk dari  pembelajaran  
atas  kurikulum yang diterapkan. 
4) Kerjasama yang dilakukan oleh SPK  
Kerjasama yang dilakukan oleh SPK merupakan kerjasama antara 
lembaga pendidikan asing dan lembaga pendidikan Indonesia, yang 
keduanya telah terkareditasi di negaranya masing-masing, dan untuk 
lembaga atau yayasan pendidikan Indonesia telah memiliki 
pengalaman mengelola SPK atau mengelola satuan  pendidikan  dasar 
dan menengah hingga memperoleh akreditasi  A. 
 
 
5) Status kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan di SPK 
Status kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan di SPK 
mencakup perimbangan jumlah antara tenaga pendidik dan 
kependidikan asing dengan tenaga pendidik dan kependidikan 
Indonesia, termasuk di dalamnya sistem pengembangan karir dan 
penggajian yang diterapkan. 
6) Monitoring dan Evaluasi terhadap SPK 
Monitoring dan evaluasi terhadap SPK merupakan proses pemantauan 
dan evaluasi terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan SPK guna 
oleh tim pemantau yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan yang keanggotaannya melibatkan unsur pemerintah pusat 







A. Metode dan Pedekatan Kajian 
Pengkajian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan 
deskriptif kualitatif .Data  dan  informasiyang dikumpulkan yaitu berupa 
pendapat, tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara dan 
pengelola Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK)  dalam  penyelenggaraan 
dan pengelolaan SPK mulai dari sebelum berlakunya Permendikbud No. 
31 Tahun 2014tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan 
Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan  Lembaga  
Pendidikan  Indonesia, hingga berlakunya permendikbud tersebut. 
 
B. Lokasi 
Pemilihan  lokasi  studi kasus diarahkan  untuk  mendapatkan data 
informasi yang lebih bervariasi dari setiap sumber data memiliki  
perbedaan  dengan  yang  lainnya. Oleh karena itu, lokasiyang dipilih 
adalah kabupaten/kota dengan ketentuan: 1) terdapat  SPK,  setidaknya  
dua  jenjang SD, SMP, dan SMA, sehingga akan  terkumpul  sumberdata 
sebanyak enam SPK; 2) setiap SPK memiliki  perbedaan  atau  karakter 
tersendiri, bisa berbeda dalam hal: a) status awal SPK  (eks sekolah  
nasional atau internasional), b) status SPK saat ini(negeri atau swasta), c) 
kurikulum asing/ internasional  yang digunakan, c) penggunaan kurikulum  
nasional, d)  lembaga pendidikan  asing  yang  menjadi mitra, dan e) tipe 
yayasan  pendiri  SPK (keagamaan atauumum/nasional). Berdasarkan 
ketentuan ini ditentukan lokasi sekolah seperti yang ada pada Tabel 3.1. 
 
Tabel 3.1 Lokasi Objek Kajian 




a. SPK SD Global Jaya School 
b. SPK SD Kharisma Bangsa 
c. SPK SMP Mutiara Harapan Islamic 
School 
d. SPK SMP Deutsche Schule 
e. SPK SMA Jakarta Multicultural School 
f. SPK SMA Insan Cendikia Madani 
2. Kota 
Semarang 
a. SPK SD Semarang Multinational School 
b. SPK SD Permata Bangsa Semarang 




No. Daerah Nama Sekolah 
d. SPK SMP Negeri SBBS  
e. SPK SMA Bina Bangsa School 
f. SPKSMA Semesta 
3. Kota 
Denpasar 
a. SPK SD Bali Island School 
b. SPK SD Doremi Excellent School 
c. SPK SMP Sanur Independent School 
d. SPK SMP Taman Rama 
e. SPK SMA Dyatmika 
f. SPK SMA CHIS Denpasar 
 
C. Sumber dan Teknik Pengambilan Data 
Pengambilan data di setiap lokasi dalam kajian ini hanya tersedia waktu tiga 
hari dan waktu efektifnya hanya 2 hari. Dalam kondisi seperti diperlukan 
strategi agar data yang telah direncanakan dapat diperoleh. Adapun 
strateginya sebagai berikut: 
1.  Koordinasi dengan daerah dilakukan langsung dari pusat mengingat 
penentuan sekolah dilakukan oleh peneliti. 
2.  FGD dilakukan di salah satu SPK sesuai kesepakatan para calon 
responden. 
3.  Untuk Kota Semarang, Jawa Tengah diberlakukan ketentuan khusus, 
karena adanya sumber data atau responden yang berasal dari 
Kabupaten Semarang, yaitu SMP Negeri SBBS. Peserta darii 
Kabupaten Sragen ini di datangkan ke Kota Semarang. Alasan 
ditunjuknya SMP Negeri SBBS sebagai responden atau sumber data 
adalah untuk terpenuhinya keragaman data dan informasi, sebab SPK 
ini satu-satunya SPK tingkat SMP yang berstatus negeri. 
4.  Wawancara terhadap Kepala Bidang Dikmen/Dikdas dan Pengawas 
dilakukan pada hari pertama, dan FGD dilakukan pada hari kedua, dan 
dilanjutkan dengan input dan analisis data per daerah.  
5.  Kepala Bidang Dikmen/Dikdas dan Pengawas tidak disertakan di 
dalam FGD untuk menghindari terhalangnya informasi yang 








Tabel 3.2 Sumber Data atau Informan dan Teknik pengumpulan Data di 





Jumlah Sumber Data dan 

























1 - - 
 Jumlah 2 6 7 
 
D. Pengolahan dan Analisis Data 
1.  Pengolahan dan analisis data dilakukan terhadap lima konsep 
penyelenggaraan dan pengelolaan SPK guna menemukan jawaban atas 
pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian yang mencakup: 
1) proses pendirian dan perizinan SPK; 2) kurikulum yang diterapkan 
di SPK, 3) sistem evaluasi belajar yang diterapkan di SPK; 4) 
kerjasama yang dilakukan oleh SPK; 5) Status kepegawaian tenaga 
pendidik dan kependidikan di SPK; 6) Monitoring dan evaluasi 
terhadap SPK. 
2.  Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan teknik analisis 
deskriptif secara kualitatifterhadap data hasil FGD dan wawancara 
dengan responden guna mendukung maupun menyanggah lima konsep 
penyelenggaraan dan pengelolaan SPK sementara hasil analisis studi 
kepustakaan . 
3.  Hasil akhir dari analisis adalah konsep final tentang penyelenggaraan 
dan pengelolaan SPK yang akan dijadikan bahan kebijakan dalam 
merevisi Permendikbud no. 31 tahun 2014 tentang Kerjasama 
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga 







HASIL PENGKAJIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Proses Pendirian dan Perizinan SPK 
Proses pendirian dan perizinan SPK pada saat ini diatur di dalam 
Permendikbud No 31, Tahun 2014, yang ditetapkan pada tanggal 23 April 
2014, khususnya Pasal 25 yang menyatakan bahwa: Tata cara pendirian 
SPK pada kerja sama penyelenggaraan pendidikan meliputi langkah-
langkah sebagai berikut: 
1. pengajuan permohonan rekomendasi ke pemerintah daerah 
kabupaten/kota dan/atau provinsi mengenai rencana pendirian SPK 
oleh pemrakarsa; 
2. pemberian rekomendasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota 
dan/atau provinsi mengenai rencana pendirian SPK;  
3. penyampaian usul rencana pendirian SPK oleh pemrakarsa kepada 
Menteri u.p. Direktur Jenderal terkait yang dilengkapi dengan 
rekomendasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau provinsi; 
4. pemberian pertimbangan oleh Direktur Jenderal terkait kepada 
Menteri;  
5. pemberian izin pendirian SPK Penyelenggaraan oleh Menteri atau 
pejabat yang ditunjuk; 
6. Izin Pendirian SPK Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf e 
diberikan untuk satu lokasi dan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) 
tahun. 
Di dalam Lampiran UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerahdijelaskan adanya pembagianperizinan pendididikan sebagai 
berikut: Pemerintah pusatmelakukan:a) Penerbitan izin perguruantinggi 
swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan b) Penerbitan izin 
penyelenggaraan satuan pendidikan asing. Pemerintah Provinsi 
melakukan: a)Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan 
oleh masyarakat, dan b) Penerbitan izin pendidikan khusus yang 
diselenggarakan oleh masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota 
melakukan: a)Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh 
masyarakat, danb) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan 
pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat. 
PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 182 
menjelaskan bahwa: 
1.  Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini formal, 
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib 
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memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan 
kewenangannya. 
2.  Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TK, SD, 
SMP, SMA, dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimal 
sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh 
bupati/walikota.  
3.  Izin pengembangan SD, SMP, SMA, dan SMK, yang memenuhi 
Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan dan/atau program 
pendidikan bertaraf internasional diberikan oleh Menteri. 
 
Permendikbud No 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, 
Perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang 
berlaku sejak ditetapkan tanggal 5 Mei 2014, khususnya Pasal 9 
menjelaskan:  
1.  Izin pendirian untuk SD, SMP, SMA, dan SMK diberikan oleh 
bupati/walikota.  
2.  Izin pengembangan SD, SMP, SMA, dan SMK menjadi satuan 
dan/atauprogram pendidikan berbasis keunggulan lokal, diberikan oleh 
bupati/walikota.  
3.  Izin pendirian SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMKLB diberikan oleh 
gubernur.  
4.  Izin pendirian sekolah Indonesia di luar negeri diberikan oleh Menteri.  
5.  Izin Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh 
Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia 
diberikan oleh Menteri.  
6.  Izin penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus diberikan oleh 
bupati/ walikota 
Permasalahan yang berkaitan dengan perizinan pendirian SPK di 
dalam Permendikbud no 31 tahun 2014 hanya ada pada perlu tidaknya 
rekomendasi pemerintah daerah pada awal pengajuan pendirian SPK. 
Namun jika dilihat dari siapa yang memberikan izin, sebenarnya tidak ada 
perbedaan antara peraturan satu dengan peraturan lainnya. Tiga peraturan 
di atas, yaitu Permendikbud no 31 tahun 2014, UU No.23 TAHUN 2014, 
PP no. 66 tahun 2010 , dan Permendikbud no 36 tahun 2014 semua 
menjelaskan bahwa pemberian izin diberikan atau dibuat oleh pemerintah 
pusat, yakni Kementerian Pendidikan. 
Kembali pada permasalahan di atas, yaitu perlu tidaknya rekomendasi 
pemerintah daerah, makaharus dikembalikan kepada logika atas peraturan 
yang berlaku. Logika berpikirnya sebagai berikut: PendirianSPK atau 
pengembangan sekolah reguler ( sekolah bertaraf nasional atau akreditasi 
A) menjadi SPK merupakan satuan pendidikan yang pada awalnya menjadi 
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kewenangan daerah (kabupaten/kota atau provinsi) di dalam 
pengelolaannya. Selain itu dilihat dari jenjangnya, yaitu TK, SD, dan SMP 
menjadi wewenang kabupaten/kota, dan untuk jenjang pendidikan 
menengah/SMA menjadi wewenangpemerintah provinsi. Melihat 
kewenangan yang ada pada masa sebelumnya inilah yang harus 
dipertimbangkan perlu tidaknya rekomendasi peemrintah daerah di dalam 
perizinan pendirian. Dikarenakan ada kewenangan di dalamnya, maka 
rekomendasi pemerintah daerah dalam pendirian atau pengembangan 
menjadi SPK masih tetap diperlukan. Terdapat manfaat lain manakala 
rekomendasi pemerintah daerah ini diterapkan, yaitu adanya keterlibatan 
pemerintah daerah sejak awal pendirian SPK. Dengan demikian, maka 
kontrol terhadap SPK dapat dilakukan sejak dini dan pengalaman buruk 
sebelumnya, seperti tidak diketahuinya kejadiannegatif di suatu sekolah 
oleh pemerintah daerah tidak terulang kembali. 
Ketentuan perlunya rekomendasi pemerintah daerah atau dinas 
pendidikan di dalam pendirian SPK sebagaimana yang tercantum di dalam 
Permendikbud no. 31 tahun 2014 pasal 25 dan 29 pada dasarnya sangat 
diperlukan, dan di negara lain sepertiRRC dan Korea Selatan juga 
memberlakukan hal yang serupa. 
Keterlibatan pemerintah daerah melalui dinas pendidikan ini juga 
sesuai dengan pengalaman atas kejadian di JIS, yang mana dinas pendidikan 
setempat sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan sekolah tersebut 
sehingga keberadaan JIS tidak pernah terkontrol oleh dinas pendidikan yang 
bertanggung jawab terhadap pendidikan di daerah tersebut. 
Permasalahan yang perlu diatasi ketika harus melibatkan dinas 
pendidikan adalah kurang jelasnya peraturan yang mengatur tugas dan 
wewenang pemerintah daerah atau dinas pendidikan di dalam 
penyelenggaraan dan pengelolaan SPK, dan kurangnya pengetahuan dan 
kemampuan aparat dinas pendidikan dalam memberikan bimbingan dan 
fasilitasi terhadap SPK. Kurang jelasnya peraturan atau aturan main yang 
harus diperankan oleh pemerintah daerah atau dinas pendidikan juga 
dialami oleh pemerintah provinsi di Cina.  
Peran pemerintah daerah dan dinas pendidikan terhadap SPK 
seharusnya terjadi pada saat pendirian dan saat pengelolaan pendidikan. 
Peran pada saat pendirian, pemerintah daerah sebagai pemegang otorita 
pemerintahan di wilayahnya harus sudah terlibat, hal ini terkait dengan 
proses perizinan usaha yang menyangkut izin lahan, lokasi, IMB, dan 
aspek-aspek lainnya. Peran pada saat pengelolaan terkait dengan kontrol 
pembelajaran untuk menjamin hak peserta didik dalam mendapatkan 
pembelajaran yang layak. 
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Fakta yang perlu diperhatikan adalah peran dinas pendidikan di dalam 
berlangsungnya pengelolaan pendidikan. Di dalam diskusi yang 
diselenggarakan oleh Puslitjakdikbud pada tanggal 31 maret 2016 diperoleh 
informasi dari perwakilan SPK New Zeland International School/NZIS, 
High Scope Indonesia, dan Sekolah Pelita Harapanbahwa aparat dinas 
pendidikan dalam melakukan monitoring dan evaluasi masih menggunakan 
standar sekolah reguler dan mereka belum meguasai substansi dari SPK. 
Menurut perwakilan NZIS, pembinaan yang diberikan tidak menyentuh 
pada upaya perbaikan kualitas pembelajaran di NZIS. 
Dari fakta di atas bukan berarti dinas pendidikan tidak perlu dilbatkan 
di dalam pengelolaan, khsusunya dalam mengontrol kualitas pembelajaran, 
melainkan perlu peningkatan kemampuan dan pemahaman pihak dinas 
pendidikan mengenai SPK. Alasan lain perlunya pelibatan dinas pendidikan 
adalah tidak mungkinnya pemerintah pusat (Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan) untuk mengontrol langsung terhadap SPK yang jumlahnya 
pada saat ini sudah mencapai 176 SPK tingkat SD, 156 SPK tingkat SMP, 
dan 93 SPK tingkat SMA.  
Pelibatan dinas pendidikan tersebut tentu saja juga harus disesuaikan 
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang 
mana dalam lampiran UU tersebut dijelaskan pembagian kewenangan 
antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota di bidang Pendidikan bahwa Pemerintah Provinsi 
berwenang dalam pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota berwenang Pengelolaan Pendidikan Dasar. Berdasarkan 
UU tersebut peraturan, maka Permendikbud no 31 tahun 2014 Pasal 25 dan 
29 juga perlu disesuaikan agar wewenang Pemerintah Provinsi lebih kepada 
Pendidikan Menegah menengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada 
Pendidikan Dasar. 
Semua peserta yang hadir di dalam diskusi (FGD) di Kota Tangerang 
Selatan menyatakan tidak mengalami kesulitan dalam proses pendirian dan 
perijinan SPK. Dari sekolah nasional ke SPK harus terakreditasi A. Rencana 
Induk Pembangunan Sekolah (RIPS) sama. Ada kewajiban ujian nasional 
dan kewajiban lainnya.Informasi tentang SPK diberikan kepada semua 
sekolah bertaraf internasional (SBI), nasional plus dan internasional. 
Sehingga semua Yayasan sekolah-sekolah tersebut mendapatkan 
informasi.Sekolah internasional diinformasikan lebih awal.Hanya beberapa 
perwakilan yang diundang ke Pusat.Saat itu juga pihak pusat belum 
sepenuhnya mantap karena ketika ditanyakan jawabannya masih ragu, 





B. Kurikulum SPK 
Permendikbud no 31 tahun 2014Pasal 11 mengatur tentang kurikulum bagi 
SPK.  
1.  Kurikulum disusun mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, 
Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, dan pedoman implementasi 
Kurikulum yang dapat diperkaya kurikulum satuan pendidikan negara 
lain yang mempunyai keunggulan di bidang pendidikan atau dapat 
menggunakan kurikulum negara lain setelah memperoleh izin menteri 
atau pejabat lain yang ditunjuk.  
2.  Kurikulum pada SPK untuk SMA, MA, SMK, dan MAK, atau bentuk 
lain yang sederajat dapat disusun dalam sistem kredit semester. 
3.  Kurikulum yang diberlakukan bagi peserta didik WNI wajib memuat 
mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
4.  Bagi peserta didik WNA wajib diajarkan Bahasa Indonesia dan 
Budaya Indonesia [Indonesian Studies). 
Pasal 11 ayat (1) di atas terlihat janggal jika harus mengacu kepada 
standar nasional. Perubahan sekolah reguler menjadi SPK mempunyai 
makna pengembangan yang di dalamnya harus ada peningkatan peran, 
fungsi, dan nilai. SPK harus diproyeksikan menjadi satuan pendidikan yang 
berskala global atau internasional; jika masih mengacu kepada standar 
nasional pendidikan, maka hasilnya juga akan berstandar nasional. Dengan 
demikian biaya tinggi yang sudah dikeluarkan oleh peserta didik atau 
orangtua murid tidak akan sebanding dengan hasil yang diperoleh.  
Berdasarkan uraian di atas, maka SPK seharusnya tidak lagi mengacu 
kepada kurikulum nasional, melainkan harus bersifat global/internasional, 
atau mengacu kepada standar yang diterapkan oleh satuan pendidikan asing 
yang melakukan kerjasama. Kalaupun akan mengakomidir kurikulum 
nasional, sifatnya hanya komplemen atau melengkapi saja. Ketentuan 
mengenai kewajiban untuk memuat mata pelajaran Pendidikan Agama, 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia bagi 
peserta didik WNI memang harus tetap ada dan dipertahankan. Sebab 
Pendidikan Indonesia tetap menghendaki adanya output peserta didik yang 
cerdas, beriman dan tetap nasionalis. 
 
C. Sistem Evaluasi Belajar di SPK 
Permendikbud no 31 tahun 2014,Pasal 13 
1.  Penilaian pada SPK menerapkan standar penilaian yang diperkaya 
dengan standar penilaian satuan pendidikan negara lain yang 
mempunyai keunggulan di bidang pendidikan atau standar penilaian 
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yang berlaku pada sistem pendidikan negara lain setelah memperoleh 
izin menteri. 
2.  SPK wajib menyelenggarakan Ujian Nasional bagi peserta didik 
WNI. 
3.  Peserta didik WNA pada SPK yang akan melanjutkan pendidikannya 
pada satuan pendidikan nasional dapat mengikuti ujian nasional. 
4.  Soal UN untuk peserta didik SPK dapat disusun dalam Bahasa 
Inggris, kecuali untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. 
5.  SPK yang belum dapat menyelenggarakan UN dapat bekerja sama 
dengan satuan pendidikan yang menyelenggarakan UN untuk 
mengikutkan peserta didiknya. 
 
Sebagai konsistensi dari usulan pada pasal 11 ayat(1)yaitu 
menggunakan kurikulum internasional, maka sistem evaluasi yang 
digunakan seharusnya juga sistem internasional. Ketentuan ayat (2) yang 
mewajibkan SPK melakukan Ujian Nasional (UN) bagi peserta didik WNI 
sebenarnya juga kurang tepat. Kewajiban mengikuti UN ini seharusnya 
bersifat opsional, khususbagi peserta didik WNI yang akan melanjutkan 
ke sekolah reguler atau Perguruan Tinggi di Indonesia. Sedangkan bagi 
yang akan melanjutkan ke SPK jenjangg berikutnya atau Perguruan Tinggi 
Asing, hasil UN tidak memiliki fungsi. Bahkan, bagi peserta didik yang 
hendak melanjutkan ke seklah reguler atau perguruan tinggi negeri 
sebenarnya juga tidak terlihat kemanfaatannya. Usulan tim peneliti, 
sebenarnya cukup melakukan penyetaraan terhadap hasil belajar peserta 
didik, selayaknya WNI yang bersekolah di luar negeri. 
Dharma (2010) ketika mengkritik keberadaan Program Sekolah 
Bertaraf Internasional (SBI) atau rintisan sekolah bertaraf internasional 
(RSBI) mengatakan:Meski menyandang nama ‘bertaraf internasional’ tapi 
siswanya masih harus ikut ujian nasional. Alangkah ganjilnya jika sebuah 
sekolah yang bertaraf Internasional tapi kemudian masih harus mengikuti 
Sebuah Ujian Nasional! Tidak mungkin sekolah harus mempersiapkan 
siswa untuk mengikuti dua sistem ujian yang berbeda (nasional dan 
internasional) karena itu sangat memberatkan guru dan siswa serta tidak 
bermanfaat (Jakarta, 19 Juli 2010 Satria Dharma Ketua Umum Ikatan 
Guru Indonesia (IGI)). 
 
D. Kerjasama SPK 
Permendikbud no 31 tahun 2014, Pasal 3 menjelaskan seperti yang 
tertuang pada ayat (1), (2), dan (3) berikut ini: 
1.  LPI dan LPA dapat melakukan kerja sama penyelenggaraan 
pendidikan atau kerja sama pengelolaan pendidikan. 
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2.  Kerja sama penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan bentuk kerja sama penyelenggaraan bersama 
antara LPI dengan LPA untuk mendirikan SPK. 
3.  Kerja sama pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan bentuk kerja sama pengelolaan di bidang akademik 
dan/atau non-akademik antara LPI dengan LPA. 
 
Permendikbud no 31 tahun 2014, Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (5) 
menjelaskan sebagai berikut:  
1.  Kerja sama penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan pada jalur 
formal dan nonformal. 
2.  Pemrakarsa kerja sama penyelenggaraan pendidikan jalur formal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu LPI berakreditasi A dan 
LPA yang terakreditasi atau diakui di negaranya.  
3.  Pemrakarsa kerja sama penyelenggaraan pendidikan jalur nonformal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu LPI dan LPA yang 
terakreditasi atau diakui di negaranya.  
4.  Kerja sama penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan jalur 
pendidikan formal bersifat nirlaba sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
5.  Kerja sama penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan pada tingkat 
program studi atau satuan pendidikan. 
6.  Kerja sama penyelenggaraan pendidikan pada tingkat program studi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa kerja sama yang 
dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 
7.  Kerja sama penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan 
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa kerja sama 
yang dilaksanakan pada satuan pendidikan formal dan nonformal. 
 
Dari ketentuan yang tercantum di dalam permendikbud no 31 tahun 2014 
pasal 3 dan 4 di atas perlu diperjelas pengertian lembaga pendidikan dan 
satuan pendidikan. Di dalam Permendikbud no 31 tahun 2014 pasal 1 
menjelaskan bahwa: 
1.  Lembaga Pendidikan di Indonesia, yang selanjutnya disebut LPI, 
adalah institusi yang bergerak di bidang pendidikan atau satuan 
pendidikan di Indonesia. 
2.  Lembaga Pendidikan Asing, yang selanjutnya disebut LPA, adalah 
institusi yang bergerak di bidang pendidikan atau satuan pendidikan 
asing. 
3.  Satuan Pendidikan Kerja Sama, yang selanjutnya disebut SPK, adalah 
satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja 
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sama antara LPA yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan LPI 
pada jalur formal atau nonformal yang sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 
 
Di dalam PermendikbudNo 36 tahun 2014 tentang Pedoman 
pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan 
menengah ada istilah Badan penyelenggara yang dimaknai sebagai 
yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain berbadan hukum yang 
mengajukan permohonan izin pendirian dan perubahan satuan pendidikan 
yang diselenggarakan masyarakat. 
Di dalam Permendikbud no 31 tahun 2014 pasal 1di atas dapat 
diartikan bahwa lembaga pendidikan di samakan dengan satuan 
pendidikan. Jika demikian adanya, maka kerjasama untuk membentuk 
SPK tersebut hanya dapat terjadi pada satuan pendidikan yang sudah 
terakreditasi A dan pembentukan SPK yang sama sekali baru tidak akan 
terbentuk. Padahal terbentuknya SPK baru yang tidak berawal dari satuan 
pendidikan terakreditasi A sangat kita harapkan agar SPK sebagai salah 
satu bentuk investasi di Indonesia dapat bertumbuh subur. Kitatidak bisa 
menutup mata potensi masyarakat yang sanggup mendirikan atau 
menyelenggarakan SPK yang baru yang tidak harus berawal dari satuan 
pendidikan terkareditasi A; potensi itu harus ditampung dan 
dikembangkan.  
Kita harus membedakan antara lembaga pendidikan dengan satuan 
pendidikan. Dengan pembedaan ini dapat memberikan kemungkinan 
terbentuknya SPK baru yang tidak harus hasil dari pengembangan satuan 
pendidikan terkareditasi A. Logika dapat terbentuknya SPK baru adalah 
sebagai berikut: Kita tidak menghendaki SPK tumbuh subur dan 
berkembang pesat di mana-mana tanpa di kelola secara baik. Pengalaman 
mengelola satuan pendidikan merupakan syarat yang perlu dikedepankan 
untuk mendirikan SPK. Syarat ini tidak akan terpenuhi jika SPK yang baru 
tersebut didirikan oleh lembaga atau satuan pendidikanyang sama sekali 
baru. Untuk memenuhi syarat pengalaman tersebut, maka SPK baru harus 
didirikan oleh lembaga pendidikan yang telah berpengalaman 
menyelenggarakan SPK atau telah berhasil mengelola satuanpendidikan 
hingga memperoleh akreditasi A. Lembaga pendidikan atau badan 
penyelenggara pendidikan yang demikian perlu diberikan kesempatan 
untuk membuka SPK baru dan tidak harus menjadikan satuan pendidikan 
yang telah terkareditasiA miliknya dijadikan SPK. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama untuk 
mendirikan SPK tidak harus menjadikan satuan pendidikan terakreditasi 
A dikembangkan menjadi SPK, melainkan dapat didirikan SPK baru yang 
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sama sekali baru dengan catatan pendiri SPK tersebut adalah lembaga 
pendidikan atau badan penyelenggara pendidikan yang telah 
berpengalaman menyelenggarakan SPK atau mengelola satuan 
pendidikan terkareditasi A. 
 
Nilai Investasi dalam SPK 
Banyak negara yang menagggapi keberadaan SPK atau sekolah 
internasional sebagai bentuk investasi, selain menambah devisa negara 
juga untuk mengurangi arus keluar mata uang asing sebagaikonsekuensi 
dari pengiriman anak-anak Indonesia ke luar negeri untuk belajar di luar 
negeri guna mendapatkan pendidikan berkualitas tingkat negara lain. Hal 
ini sesuai dengan pendapat Kim Han-wook, Ketua Jeju Free International 
City Center (JDC). 
Pemerintah Malaysia melaui Divisi Pendidikan Swasta. Kementerian 
Pendidikan juga menanggapi hal yang senada, seperti yang tertuang di 
dalam tujuan utama dari divisi pendidikan swasta Malaysia, yaitu untuk 
membuat Malaysia sebagai pusat Educational Excellence terkemuka yang 
menawarkan tidak hanya pendidikan berkualitas tetapi juga salah satu 
yang memiliki nilai ekonomi atau uang, dan mempromosikan pendidikan 




Perlunya Kerjasama Asing-Indonesia dalam Pendirian Sekolah 
Di dalam Permendikbud no. 31 tahun 2014 djelaskan bahwa Satuan 
Pendidikan Kerja Sama, yang selanjutnya disebut SPK, adalah satuan 
pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama 
antara LPA yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan LPI pada jalur 
formal atau nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. Dari penegertian tersebut mengandung makna bahwa semua 
sekolah asing yang beroperasi di Indonesia harus bekerja sama dengan 
lembaga pendidikan Indonesia, kecuali sekolah kedutaan. 
Ruh dari nama SPK adalah adanya kerjasama antara pihak asing 
dengan Indonesia. Hal sudah tepat karena dengan cara ini akan dapat 
dijadikan kontrol atas keberadaan sekolah asing di Indonesia dan sekaligus 
pihak Indonesia dapat memperoleh nilai lebih yang ada pada sekolah 
asing. Sudah terbukti pada pengalaman sebelumnya, ketika sekolah asing 
berdiri secara tunggal (tidak melalukan kerjasama dengan lembaga 
pendidikan Indonesia) di dalam operasionalnya menjadi tidak terkontrol. 
Ada hal yang menarik terkait dengan kerjasama ini, yaitu adanya dua 
pihak yang bekerjasma, yaitu lembaga pendidikan asing dengan lembaga 
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pendidikan Indonesia. Dari ketentuan ini sepertinya ada kemungkinan 
bagi sekolah negeri untuk melakukan kerja sama dengan sekolah asing. 
Untuk hal ini perlu dibahas lebih lanjut, sebab konsekuensi dari kerjasama 
tersebut akan memerlukan tambahan biaya operasional, yang akhirnya 
akan berdampak pada beban keuangan yang harus dibayar oleh siswa atau 
orangtua.Hal ini sebenarnya sudah menjadi salah satu sebab atau alasan 
dihapus atau tidak berlakunya pasal 50ayat (3) UU Sisdiknas yang 
akhirnya melarang adanya sekolah bertaraf internasional (SBI/RSBI). 
Melihat pengalaman di negara lain, khususnya Cina dan Korea untuk 
penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah internasional, sekolah 
kerjasama, dan atau sekolahswasta diberlakukan peraturan dan atau UU 
yang berbeda dengan sekolah publik atau sekolah negeri. UU no 20 tahun 
2003 tentang Sisdiknas sebaiknya juga diberlakukan untuk mengatur 
penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah negeri, sedangkan untuk 
sekolah swasta dan SPK perlu dibuat UU atau peraturan lainnya tersendiri. 
Alternatif lain adalah melakuan amandemen atau revisi terhadap UU 
Sisdiknas dengan menambahkan bab atau pasal yang secara khusus 
mengatur sekolah swasta dan SPK.Hal ini masuk akal, sebab pada 
kenyataannya sekolah swasta dan SPK mempunyai segmen siswa yang 
berbeda, terutama sekolah swasta yang diminati oleh anak-anak 
berkemampuanlebih dan pada beorientasi pendidikan asing. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkanbahwa lembaga pendidikan 
asing yang hendak beroperasi di Indonesia harus melakukan kerja sama 
dengan lembaga pendidikan Indonesia agar keberadaannya dapat 
dikontrol dan dan pihak Indonesia memperoleh manfaat dari nilai lebih 
yang dimiliki oleh lembaga pendidikan asing. Namun demikian, 
kerjasama tersebut lebih tepat jika lembaga pendidikan Indonesia yang 
melakukan kerjasama adalah sekolah swasta, dan tidak diberlakukan 
terhadap sekolah negeri. 
 
E. Status Kepegawaian Tenaga Pendidik dan Kependidikan di SPK 
Permendikbud No 31 Tahun 2014, Pasal 9 mengatur bahwa: 
1.  Pendidik pada SPK harus memenuhi standar pendidik yang dapat 
diperkaya dengan standar pendidik satuan pendidikan negara asing.  
2.  Jumlah pendidik pada SPK wajib mengikutsertakan paling sedikit 30 
% (tiga puluh persen) pendidik WNI. 
3.  Seluruh pendidik mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).  
4.  Kualifikasi pendidik minimal setara SI atau DIV sesuai bidang studi 
yang diampu.  
5.  Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pendidik: 
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a. harus sehat jasmani rohani; 
b. tidak diperbolehkan mengkonsumsi/dibawah pengaruh minuman 
keras 
c. di lingkungan sekolah; dan 
d. tidak terlibat dalam kegiatan politik, clandestein, propaganda 
agama, dan pengumpulan dana. 
6.  Program atau satuan pendidikan wajib menerapkan sistem remunerasi 
yang berkeadilan bagi semua pendidik. 
7.  Pendidik asing untuk pembelajaran bahasa asing pada SPK 
merupakan penutur asli bahasa asing negaranya dan/atau orang yang 
mempunyai sertifikat pendidik untuk bahasa tersebut. 
Permendikbud No 31 Tahun 2014, Pasal 10 
1.  Tenaga kependidikan pada SPK paling sedikit meliputi pimpinan 
satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi 
sumber belajar, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan tenaga 
keamanan. 
2.  Tenaga kependidikan asing dilarang menduduki jabatan yang secara 
khusus menangani personalia. 
3.  Tenaga kependidikan pada SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memenuhi standar tenaga kependidikan yang dapat diperkaya dengan 
standar tenaga kependidikan satuan pendidikan negara asing. 
4.  Jumlah tenaga kependidikan selain pimpinan satuan pendidikan pada 
SPK wajib mengikutsertakan paling sedikit 80% (delapan puluh 
persen) warga Negara Indonesia. 
5.  Kepala sekolah dan koordinator akademik memiliki kualifikasi 
akademik master/ magister atau yang sederajat. 
6.  Persyaratan tenaga pendidikan pada SPK: 
a. harus sehat jasmani rohani; 
b. tidak diperbolehkan mengkonsumsi/dibawah pengaruh minuman 
keras di lingkungan sekolah; dan 
c. tidak terlibat dalam kegiatan politik, clandestein, propaganda 
agama dan pengumpulan dana. 
7.  Pimpinan satuan pendidikan pada SPK dapat merangkap sebagai 
pimpinan untuk semua jenjang pendidikan. 
8.  Program atau satuan pendidikan wajib menerapkan sistem remunerasi 
yang berkeadilan bagi semua tenaga kependidikan. 
Ketentuan tentang tenaga pendidik dan kependidikan yang 
diberlakukan di dalam permendikbud No. 31 Tahun 2014 Pasal 9 dan 10 
sudah tepat dan tidak ada masalah. Komposisi tenaga pendidik yang 
besarnya 30% WNI sudahsesuai dalam rangka meningkatkan peran WNI 
di dalam pembelajaran di SPK. Jumlah yang lebih dari itu juga akan 
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menyulitkan bagi penyelenggara SPK untuk memenuhinya, karena juga 
belum banyak guru di Indonesia yang mampu mengajar dengan bahasa 
Inggris sebagai bahasa pengantar.Sedangkan komposisi 80% tenaga 
kependidikan WNI juga sudah sesuai untuk membuka peluang kerja bagi 
WNI dan pihak SPK tidak akan kesulitan untuk memenuhinya. 
 
 
F. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SPK. 
Berdasarkan Permendikbud nomor 31 tahun 2014 pada Bab VII tentang 
Pemantauan Dan Evaluasi Pasal 33, ayat (1) Pemantauan dan evaluasi 
terhadap penyelenggaraan pendidikan kerja sama dilakukan secara berkala 
oleh Tim yang dibentuk oleh Kementerian, ayat (2) Pemantauan dan 
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistem 
pendidikan yang meliputi : peserta didik, kurikulum , proses pembelajaran, 
pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, penilaian, 
pengelolaan, dan pembiayaan. Ayat (3) Hasil pemantauan dan evaluasi 
dilaporkan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun kepada Menteri 
dengan tembusan Direktur Jenderal terkait. 
Pasal 34 ayat (1) Penyelenggara SPK wajib menyampaikan laporan 
tertulis tentang penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan 
setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal terkait, 
yang tembusannya disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan 
Kabupaten/Kota setempat.Selanjutnya, diperjelas di dalam Peraturan 
Dirjen Dikdasmen No. 407/D/PP/2015 Tentang Petunjuk Teknis Kerja 
Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah 
oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan Indonesia, 
terutama di dalam Bab V dinyatakan bahwa pengawasan kerja sama 
penyelenggaraan dan kerja sama pengelolaan meliputi pemantauan dan 
evaluasi, supervisi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. 
Pengawasan dilakukan oleh Kementerian dan dinas pendidikan 
provinsi/kabupaten/kota sesuai ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku, mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif.  
Pada poin pemantauan dan evaluasi dikatakan bahwa unsur Tim 
Pemantau dan Evaluasi: adalah 1) Tingkat pusat: Sekretariat Jenderal 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat Jenderal, dan 
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah; 2) Tingkat provinsi: 
dinas pendidikan provinsi dan dinas tenaga kerja provinsi; dan 3) Tingkat 
kabupaten/kota: dinas pendidikan, dinas tenaga kerja, dan kantor imigrasi.  
Sedangkan pada poin Supervisi, dikatakan bahwaa. Supervisi 
dilakukan secara terkoordinasi antara unit utama di tingkat pusat dengan 
dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya, dan b. 
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Pelaksanaan supervisi menggunakan instrumen yang disusun oleh 
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.  
Melihat peran dinas pendidikan kabupaten/kota pada 
penyelenggaraan dan pengelolaan SPK ini, antara Permendikbud Nomor 
31 Tahun 2014 Bab VII tentang Pemantauan Dan Evaluasipasal 34 ayat 
(1) tampaknya tidak sejalan dengan Petunjuk Teknis yang ada di dalam 
Peraturan Dirjen Dikdasmen Nomor 407 Tahun 2015 pada Bab V tentang 
Pengawasan. Pada Permendikbud 31/2014 Pasal 34 (1) dikatakan bahwa 
penyelanggara SPK wajib menyampaikan laporan tertulis tentang 
penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan setiap 1 (satu) 
tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal terkait, yang tembusannya 
disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota 
setempat, jadi peran dinas pendidikan kabupaten/kota di sini hanya 
menerima tembusan laporan tertulis dari SPK yang disampaikan kepada 
Mendikbud. Berbeda dengan yang tertulis pada Peraturan Dirjen 
Dikdasmen No. 407/D/PP/2015 Bab V bahwa pengawasan dilakukan oleh 
Kementerian dan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mencakup pengawasan 
administratif dan teknis edukatif. Pada juknis ini dinas pendidikan 
kabupaten/kota mempunyai peran melakukan pengawasan pada SPK. 
Hal ini lebih tampak nyata di lapangan, dimana peran dinas 
pendidikan kabupaten/kota terhadap SPK menjadi tidak sama untuk kota 
berbeda dan SPK berbeda. Peran monitoring dan evaluasi pada Dinas 
Pendidikan Kota Tangerang Selatan secara umum telah dilakukan dengan 
baik. Dikatakan oleh salah satu SPK bahwa Pengawas SD sangat progresif 
dan open minded. Pengawas bisa menerima sekolah yang menunjukkan 
dokumen dengan format yang berbeda dari yang diminta.Namun SPK 
yang lain mengaku bahwa sejak diberlakukan Permendikbud 31/2014 
belum pernahmendapat kunjungan monev dari dinas pendidikan. 
Hal yang berbedadisampaikan oleh Disdikpora kota Denpasar yang 
mengatakan bahwa untuk SPK awalnya adalah Sekolah Internasional, 
sampai sekarang Pengawas (Disdikpora) belum pernah melakukan monev 
terhadap SPK ekssekolah internasionaltersebut.Sedangkan untuk SPK 
yang awalnya adalah Sekolah Nasional, Pengawas Disdikpora 
telahmelakukan komunikasi dan pembinaan, terkait adanya kurikulum 
nasional termasuk Ujian Nasional. 
Lebih jauh terkait denganmonitoring dan evaluasi pada pengelolaan 
SPK, Disdikpora kota Denpasar mengaku karena tidak adanya wewenang 
yang jelas dari Kemendikbud terhadap dinas pendidikan kabupaten/kota, 
sehingga suatu saat ketika Disdikpora melakukanpemantauan ke salah 
satuSPK di Kota Denpasar,pihak SPKmenolak untuk bertemu.Meskipun 
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pada akhirnya Pengawas diterimapihak administrasi SPK tersebut, tetapi 
penolakan yang dilakukan SPK menunjukkan bahwa peran dinas 
pendidikan kota tidak diakui oleh SPK.Pengalaman penolakan yang sama 
juga disampaikan oleh Pengawas Dinas Pendidikan Kota Semarang, yang 
pernah ditolak oleh sebuah SPK pada saat akan melakukan pembinaan dan 
pendataan.  
Kelemahan yang dirasakan oleh Pengawas Dinas Pendidikan Kota 
Semarang adalah bahwa pembagian tugas monev Pengawaspada sekolah 
adalah berdasarkan jenjang pendidikan dan wilayah. Kondisi ini menjadi 
hambatan khusus bagi Pengawas saat inidi saat salah satu sekolah 
binaannya adalah SPK.Peran pengawas selama ini adalah melakukan 
pembinaanpada proses belajar mengajar saja, yaitu pada isi pembelajaran 
dan guru yang mengajar. Peran pembinaanpengawas hanyapada proses 
pembelajaran kurikulum nasional. Sehingga pada saat Pengawas 
melakukan monev pada SPK, Pengawas mendapat kesulitan karena 
perbedaan kurikulum, bahasa dan sebagainya. Menindaklanjuti masalah 
peran dinas pendidikan kabupaten/kota dalam monev terhadap SPK, saran 
dari salah seorang pejabat Dinas Pendidian Kota Semarang adalah 
seharusnya ada rekrutmen khusus untuk Pengawas SPK, yang memiliki 
kapasitas bahasa asing yang cukup, memahami berbagai macam 
kurikulum asing yang dipergunakan oleh SPK yang menjadi binaannya. 
Karena jika hanya mengandalkan pengawas yang ada saat ini, selain 
jumlahnya terbatas, kapasitas pengawas yang ada dikhawatirkan tidak 
menguasai obyek pantauannya, sehingga tidak terjadi proses pembinaan 
yang seharusnya. 
Fakta ini juga disampaikan oleh perwakilan SPK dari Jakarta 
Selatan.Sudah saatnya perlu perhatian khusus pada peran dinas pendidikan 
kabupaten/kota di dalam berlangsungnya pengelolaan pendidikan. 
Informasidari perwakilan SPK Jakarta Selatan, yaitu New Zeland 
International School/NZIS, High Scope Indonesia, dan Sekolah Pelita 
Harapanbahwa aparat dinas pendidikan dalam melakukan monitoring dan 
evaluasi masih menggunakan standar sekolah reguler dan mereka belum 
meguasai substansi dari SPK. Menurut perwakilan NZIS, pembinaan yang 
diberikan tidak menyentuh pada upaya perbaikan kualitas pembelajaran di 
NZIS. 
Dari fakta di atas bukan berarti dinas pendidikan tidak perlu dilbatkan 
di dalam pengelolaan, khususnya dalam mengontrol kualitas 
pembelajaran, melainkan perlu peningkatan kemampuan dan pemahaman 
pihak dinas pendidikan mengenai SPK. Alasan lain perlunya pelibatan 
dinas pendidikan adalah tidak mungkinnya pemerintah pusat 
(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) untuk mengontrol langsung 
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terhadap SPK yang jumlahnya pada saat ini sudah mencapai 176 SPK 
tingkat SD, 156 SPK tingkat SMP, dan 93 SPK tingkat SMA.  
Pelibatan dinas pendidikan tersebut tentu saja juga harus disesuaikan 
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
yang mana dalam lampiran UU tersebut dijelaskan pembagian 
kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang pendidikan bahwa Pemerintah 
Provinsi berwenang dalam pengelolaan pendidikan menengah dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang dalam pengelolaan pendidikan 
dasar. Berdasarkan UU tersebut, maka Permendikbud No 31 tahun 
2014juga perlu disesuaikan agar wewenang dinas pendidikan provinsi dan 
dinas pendidikan kabupaten/kota pada monitoring dan evaluasi SPK 
menjadi lebih jelas. 
Selain mendapat monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota, SPK juga mendapat monev dari lembaga asing yang 
menjadi mitra kerjasamanya. Proses monev dari mitra kerjasama asing ini 
dilakukan secara lengkap, termasuk melakukan diskusidengan para guru, 
siswa, dan orang tua siswa. Mitra kerjasama asing ini mengevaluasi semua 
laporan guru, hasil kerja anak- anak di kelas, suasana di kelas, suasana di 
kantor, dan suasana di sekolah. 
Tidak kalah pentingnya dengan peran dinas pendidikan pada 
monitoring dan evaluasi SPK, keluhan yang dirasakan SPK adalah 
kurangnya sosialisasi pusat ke daerah terkait kebijakan pusattentang SPK. 
Seringkali terjadi tidak ada sinkronisasi informasi tentang SPK antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.Kondisi ini seringkali membuat 
SPK menjadi bingung karena di saat SPK akan mengurus sesuatu yang 
diperintahkan pusat ke dinas pendidikan, pihak dinas pendidikan 





BAB  IV 




Pemberian rekomendasi oleh dinas pendidikan dalam pendirian dan 
perizinan SPK sangat diperlukan. Pelibatan dinas pendidikan dalam bentuk 
pemberian rekomendasi dapat berfungsi sebagai langkah awal terjalinnya 
komunikasi antara dinas pendidikan dan SPK, sehingga dapat terbentuk 
hubungan yang harmonis dari dua pihak. Terjadinya hubungan baik antar 
dua pihak ini dapat mendukung terwujudnya langkahpembinaan, 
monitoring, dan evaluasi secara baik pada tahap selanjutnya. Pelibatan 
pemerintah daerah/dinas pendidikan di dalam penyelenggaraan dan 
pengelolaan SPK, khususnya dalam perizinan dan pembinaan perlu diatur 
lebih rinci dan jelas mengingat dalam praktik di lapangan masih terjadi 
perbedaan penafsiran dan inkonsistensi kebijakan.  
Kurikulum yang bersifat universal dan digunakan oleh banyak sekolah 
diberbagai negara, seperti kurikulum IB dan Cambridge lebih dapat 
diterima dan memberikan keuntungan bagi peserta didik dan SPK. 
Penggunaan kurikulum suatu negara asing oleh SPK lebih kepada 
pemenuhan atas permintaan komunitas tertentu sebagai calon walimurid 
atau calon peserta didik yang sebelumnya telah memiliki keterkaitan 
dengan negara pemilik kurikulum. SPK yang berasal dari sekolah nasional 
plus, lebih tepat jika menggunakan kurikulum nasional dan diperkaya 
dengan kurikulum IB atau Cambridge. Jika diperkaya dengan kurikulum 
suatu negara, sementara peserta didiknya bukan komunitas yang 
berkepentingan dengan negara tersebut, maka dapatmempersempit 
keluasan peserta didik untuk melanjutkan sekolahnya. 
Terkait dengan sistem penilaian dan evaluasi hasil belajar, ketentuan 
wajib mengikuti UN hanya sesuai bagi peserta didik SPK yang 
menggunakan Kurikulum Nasional yang diperkaya dengan kurikulum 
negara lain atau kurikulum internasional. Sedangkan peserta didik SPK 
yang menggunakan kurikulum asing/internasional tidak tepat untuk 
diwajibkan mengikuti UN meskipun mereka adalah WNI, sebab mereka 
tidak mempelajari kurikulum nasional. Kebijakan yang paling tepat adalah 
jika UN dijadikan pilihan (opsional), maka perlu tidaknya mengikuti ujian 
nasional tergantungdari kepentingan peserta didik. 
Lembaga pendidikan asing yang hendak beroperasi di Indonesia harus 
melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan Indonesia agar 
keberadaannya dapat dikontrol, dan Indonesia memperoleh manfaat dari 
nilai lebih yang dimiliki oleh lembaga pendidikan asing. Namun demikian, 
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kerjasama tersebut lebih tepat jika dilakukan oleh lembaga 
pendidikan/sekolah swasta, dan tidak tepat jika dilakukan oleh sekolah 
negeri. 
Dalam hal kepegawaian, komposisi tenaga pendidik WNI dan 
WNAdengan perbandingan 70:30dan tenaga kependidikan 80:20 
merupakan perbandingan yang tepat dan dapat diterima oleh banyak pihak. 
Terkait dengan jaminan karir para tenaga pendidik dan kependidikan di 
SPK, belum semua yayasan/lembaga pendidikan memiliki aturan yang 
jelas dan di dalam belum ada peraturan dari pusat yang mengatur tentang 
hal itu. 
Dinas pendidikan mempunyai peran pengawasan bersama 
Kementerian Pendidikan menurut Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 
407/D/PP/2015, namun tidak tertuang di dalam Permendikbud no 31 tahun 
2015. Pihak dinas pendidikan belum memahami benar tentang tugas dan 
perannya di SPK, sehingga tidak dapat berperan secara optimal. Pelibatan 
dinas pendidikan dalam pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi 
di masa yang akan datang sangat dibutuhkan seiring dengan bertambahnya 
jumlah SPK. Pembinaan dan pengawasan oleh dinas pendidikan tersebut 
lebih kepada pelaksanaan kurikulum nasional, dan untuk kurikulum asing 
dilakukan oleh LPA.  
 
B. Saran Kebijakan 
Ketentuan mengenai pelibatan pemerintah daerah/dinas pendidikan dalam 
bentuk rekomendasi pendirian SPK perlu dipertahankan di dalam 
Permendikbud Nomor 31 Tahun 2014, bahkan pelibatannya perlu 
ditingkatkan sampai pada pembinaan, monitoring dan evaluasi.Pemberian 
izin oleh Menteri Pendidikan mengenai penggunaankurikulum suatu 
negara perlu disesuaikan dengan kondisi peserta didik di SPK pemohon. 
Kurikulum IB dan Cambridge perlu lebih ditekankan untuk 
direkomendasikan sebagai kurikulum pengayaan kurikulum nasional 
dibandingkan dengan kurikulum negara asing, sehingga mitra 
kerjasamapun juga lebih direkomendasikan kepadayayasan pendidikan IB 
atau cambridge. 
Penyelenggaraan UN sebagai bagian dari sistem penilaian dan evaluasi 
hasil belajar SPK sebaiknya hanya dijadikan pilihan, khususnya bagi SPK 
yang utamanya menggunakan kurikulum internasional atau negara asing; 
UN dapat diwajibkan apabila banyak peserta didik yang ingin mengikuti 
UN atau SPK menjadikan kurikulum nasional sebagai kurikulum utama.  
Perlu dibuat peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur 
penyelenggaraan dan pengelolaan SPK, sehingga kebijakan mengenai 
SPKtidak bertentangan dengan peraturan lainnya di bidang pendidikan. 
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Perlu adanya peraturan yang dapat menjamin kepastian karir bagi 
tenaga pendidik dan kependidikan di SPK guna menjamin 
keberlangusungan proses pendidikan di SPK. 
Perlu adanya revisi terhadap Permendikbud no 31 tahun 2015 agar 
Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota mempunyai peran 
pengawasan seperti yang ada di dalam Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 
407/D/PP/2015. Kemudian, peran dinas pendidikan dalam pengawasan di 
bidang pembelajaran sebaiknya hanya pada pelaksanaan kurikulum atau 
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